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EAB I

Seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal, dalam pelaksanaan
pembangunan  jangka  menengah  nasional  kementerian/lembaga
berkewajiban menyusun dokumen Rencana — Strategis  [Renstra)
kementerian /lembaga, yang didalamya memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi kementerian/lembaga wyang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat
indikatif (Pasal 6).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[Kemen PPPA|, pada periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Ma'muf Amin 20 Oktober 2019 s.d. 20 Oktober 2024, perlu
menyusun Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan
misi Presiden dan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Kemen
FPPA Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
lima tahun dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA.

Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu pada sejumlah
peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
FPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (PPN)/Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 2020-2024.

Tujuan Penyusunan Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 adalah
sebagai berikot:

1. memberikan arahan wisi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-
2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan
misi Presiden;

www.peraturan.go.id
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2. menyediakan tolok wukur kinerja pembangunan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-
2024; dan

3. memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja ([Renja) Kemen
PPPA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kementerian
dalam kumn waktu tahun 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum
1.1.1. Kunalitas Hidup Perempuan
1. Indeks Pembangunan Gender

Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang
dilakukan oleh United Nations Development Programme [(UNDP)
capaian Indonesia tahun 2018 sebesar 93,7 meningkat tipis
dibandingkan tahun 2017 sebesar 93,2. Posisi ini menempatkan
Indonesia dalam kelompok negara dengan IPG tinggi dan
menempati ranking 103 dunia. Jika diperbandingkan dengan
data BPS terdapat perbedaan skor indeks. Hal ini disebabkan
oleh penggunaan indikator yang terkait dengan tujuan yang
berbeda. UNDP menggunakan indikator usia harapan hidup,
angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan
Produk Nasional Bruto (PNB] per kapita. Sementara itu BPS
menggunakan indikator usia harapan hidup, angka harapan
lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per
kapita yang disesuaikan. BPS tidak menggunakan PNE per
kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga
kabupaten/kota. UNDP menghitung PG sebagai alat ukur
perbandingan antar negara di dunia, sedangkan IPG yang
dihitung oleh BPS digunakan untuk melihat capaian dan
perbandingan pembangunan gender antar provinsi dan antar
kabupaten/kota di Indonesia.

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang
dibentuk dengan cara merasickan IPM perempuan dengan IPM
laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan
antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan.
Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada
kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan

perempuan masih di bawah laki-laki. IPG Nasional dalam kurun

www.peraturan.go.id
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waktu lima tahun (2014-2019) mengalami perkembangan
meningkat, dari sebesar 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,07
pada tahun 2019. Adanya fluktuasi nilai IPG ini akibat
perubahan dari sisi kecepatan capaian pembangunan laki-laki,
yang memiliki akselerasi lebih tinggi.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah
Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional Tahun 2014-2019

Capaian IPG antar provinsi terjadi ketimpangan antara
Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia
(KTI). Hal ini terlihat dari capaian IPG cenderung tinggi pada KBI,
sedangkan KTI capaian IPG cenderung rendah. Pada level
provinsi, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Jogyakarta
yaitu sebesar 94,77 disusul DKI Jakarta sebesar 94,71.
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Gambar 1.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019
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2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga
komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen,
perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan
pendapatan perempuan. IDG dihitung untuk melihat sejauhmana
keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan
ekonomi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia
sejak tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan dari
sebesar 70,68 pada tahun 2014, menjadi sebesar 72,10 pada
tahun 2018. Perkembangan IDG ini dapat dilihat pada grafik
berikut:

72
’2 s1.74 “‘.-“'

s

’x 7o0.68
70.%
70

0.
2anAa 20nn5 00N oz IR

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2019, diolah
Gambar 1.3. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Tahun 2014-2018

Capaian IDG antar provinsi cenderung merata dan tidak
menunjukkan disparitas yang berarti antara KBI maupun KTIL
Provinsi dengan IDG tertinggi dan terendah berada di KTI
Provinsi-provinsi dengan IDG tertinggi adalah Sulawesi Utara
sebesar 80,91. Sedangkan provinsi dengan IDG terendah, yaitu
Provinsi Papua Barat sebesar 51.04.

QU 0
80.00

S Provingi = Rata-Rata Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah
Gambar 1.4. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Indonesia

Tahun 2018
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Uraian indikator pembentuk IDG, yaitu Persentase
Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Persentase Perempuan
sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi, dan
Sumbangan Pendapatan perempuan sebagai berikut:

a. keterlibatan perempuan di parlemen (%);

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh
pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para
politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih
didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbahrui dengan Undang-
Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-
kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggora
DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30%
anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai.
Keterlibatan perempuan di parlemen nasional pada periode
2009-2014 sebesar 18,04, turun periode 2014-2019 menjadi
17,32% dan periode 2019-2024 naik menjadi 20,5%.

b. perempuan sebagai tenaga manager, profesional,
administrasi, teknisi (%);
Tahun 2014 hingga tahun 2018, persentase perempuan
sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi
menunjukkan adanya peningkatan, yaitu pada tahun 2014
sebesar 45,61% dan pada tahun 2018 kembali naik menjadi
sebesar 47,02%, sebelumnya pada tahun 2017 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2016.

Sumber: Badan Pusat Statisti, 2019, diolah
Gambar 1.5. Perkembangan Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional,
Administrasi, Teknisi Nasional Tahun 2014-2018
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c. sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%);
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja
Nasional mengalami peningkatan, yaitu tahun 2014 sebesar
35,64% meningkat menjadi sebesar 36,70% pada tahun 2018.
Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki,
capaian ini memang masih cukup jauh, namun

perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan
kerja yang cukup lambat ini, lima tahun ke depan diharapkan
akan semakin meningkat.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

Gambar 1.6 Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
Nasional Tahun 2014-2018

1.1.2. Perlindungan Hak Perempuan

Berdasarkan Laporan Gugus Tugas Pencegahan dan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2018,
pencapaian di bidang penyelidikan dan penyidikan, selama tahun
2018, Polda dan Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi. Dari
jumlah tersebut, terdapat jumlah korban 297 orang terdiri atas
perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%),
laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%).
Modus yang digunakan pelaku TPPO yang berhasil diungkap oleh
Penyidik Polda dan Bareskrim Polri pada tahun 2018, antara lain:
Modus TKI, 47 kasus (49,5%), Modus PSK, 38 kasus (40%), Modus
PRT, 8 kasus (8,4%), dan Modus Jual Anak 2 kasus (2,1%).
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Gambar 1.7. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) Tahun 2011-2018

Kasus kekerasan terhadap perempuan sampai dengan bulan
Februari tahun 2020 di Indonesia berdasarkan data yang diakses
melalui SIMFONI-PPPA sebanyak 2.615 kasus, sebesar 78,4% korban
perempuan. Sebanyak 5 Provinsi dengan kasus kekerasan terhadap
perempuan paling tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa
Timur sebanyak 241, Sulawesi Selatan dengan 215 Kasus,
Kalimantan Timur dengan 155 kasus, dan DKI Jakarta 118 kasus.
Sedangkan 5 provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan
paling sedikit adalah Provinsi Sulawesi Barat 2 kasus, Maluku Utara
4 kasus, Gorontalo 9 kasus, Sulawesi Tenggara 14 kasus, dan
Sumatera Barat 15 kasus. Tentunya angka ini adalah data kasus
yang dilaporkan, bukan tidak mungkin jumlah kasus kekerasan
yang terjadi di masyarakat lebih besar daripada yang tercatat.
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Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)
Gambar 1.8. Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi di
Indonesia sampai dengan Bulan Maret 2020
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Jika dilihat dari sisi perbandingan terhadap penduduk
perempuan, rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000
perempuan paling tinggi ada di Provinsi Kalimantan Utara yakni
sebesar 11 kasus per 100.000 perempuan. Jika dilihat dari jumlah
perempuan yang menjadi korban kekerasan, paling tinggi ada di
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 241 Korban. Paling rendah adalah
Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah korban 2 orang.
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Sumber- SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)
Gambar 1.9. Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Perempuan Berdasarkan
Provinsi di Indonesia sampai dengan Bulan Maret 2020

Persentase  perempuan  korban  kekerasan  terbesar
proporsinya adalah pada kelompok umur 25-44 tahun (32,4%). Jika
dilihat dari kelompok umur tersebut, bisa diasumsikan bahwa
kelompok terbesar perempuan yang menjadi korban kekerasan
adalah kelompok ibu rumah tangga. Sedangkan proporsi terbesar
kedua adalah kelompok umur 13-18 tahun (30,8%), artinya ini
adalah kelompok usia pelajar SMP/sederajat sampai SMA/sederajat.
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Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)
Gambar 1.10. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur sampai
dengan Bulan Maret 2020
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Apabila dilihat berdasarkan pekerjaan yang menjadi aktivitas
para korban, dapat dilihat bahwa perempuan korban kekerasan
paling banyak persentasenya adalah yang berstatus pelajar [34.4%)
dan ibu rumah tangga (21,6%). Data tersebut selaras dengan data

kelompok umur perempuan korban kekerasan.
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Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maref 2020 (diolah)
Gambar 1.11. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan
sampai dengan Bulan Maret 2020

Pendidikan perempuan korban kekerasan paling banyak
adalah SMA/sederajat (32,2%), kemudian SMP/sederajat (21,2%).
Artinya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan vyang
terlaporkan ke lembaga pelayanan bisa jadi dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan para korban. Semakin para korban memahami hak-hak
mereka, maka kesadaran/keberanian untuk mengungkapkan atau
melaporkan kejadian yang menimpa mereka juga semakin baik.
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Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)
Gambar 1.12. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan sampai dengan
Bulan Maret 2020
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Jika dilihat dari lokasi atau tempat kejadian kekerasan,
sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam
rumah tangga, yakni sebanyak 60,1% dari total kasus. Hal tersebut
dapat juga dilihat dari data jumlah korban kekerasan yang sebagian
besar adalah bu rumah tangga. Selain itu juga dapat dilihat dari
kelompok umur korban yang sebagian besar berada pada kelompok
umur 25-44 tahun.

O 9% Korban Perempuan menurut Tempat Kejadian
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Tempar Keqja: 1.6%
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Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)
Gambar 1.13 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian sampai
dengan Bulan Maret 2020

Data dari SIMFONI-PPPA tersebut sesuai dengan data dari
Komnas Perempuan dalam buku Catatan Tahunan Kekerasan
Terhadap Perempuan Tahun 2019. Dalam buku tersebut disebutkan
bahwa ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan
dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam
rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan
pribadi/ pacaran) yaitu sebesar 71% atau sebesar 9.637 kasus.
Ranah pribadi secara konsisten menempati angka tertinggi
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kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 5 tahun
terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.

KTP menurut Ranah (n=13.568)
CATAHU 2019

Negara; 16

Sumber: CatatanTtahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, 2019
Gambar 1.14. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah Kejadian Tahun 2019

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan
korban kekerasan adalah kekerasan yang sifatnya fisik, kemudian
berikutnya adalah kekerasan psikis. Data SIMFONI-PPPA
menunjukkan jenis kekerasan fisik tahun 2020 sampai bulan maret
sebanyak 1.134 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 898 kasus.
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Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal tanggal 29 Maret 2020 (diolah)
Gambar 1.15. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan yang
Dialami sampai dengan Bulan Maret 2020
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Perempuan korban kekerasan terkadang mengalami
kekerasan bukan hanya satu jenis saja. Terkadang mereka
mengalami dua bahkan lebih kekerasan. Dari data yang ada dapat
dilihat bahwa 444 korban mengaku mengalami 2 jenis kekerasan, 98
korban mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan ada 8 korban yang
mengaku mendapat lebih dari 3 jenis kekerasan.

D Korban Menuiut Banyaknya Kekerasan yang Diatami

F80%

EALL

Y jenks | R W3 parsin B 3 jenis

Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)
Gambar 1.16 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Banyaknya
Kekerasan yang Dialami sampai dengan Bulan Maret 2020

Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan,
pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah
membentuk unit-unit layanan di beberapa lembaga pemerintahan.
Unit-unit layanan tersebut antara lain:

1) Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);

2) RPTC (Rumah Perlindungan/Trauma Centerj di bawah
Kementerian Sosial;

3) Rumah Sakit (RS);

4) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak);

5) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu);

6) DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana);

7) PN (Pengadilan Negeri); dan

8) PA (Pengadilan Agama).

Selain yang dibentuk oleh pemerintah, beberapa unit layanan
juga secara swadaya dibentuk oleh organisasi kemasayarakatan yang
memiliki kepedulian terhadap permasalahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak ini. Unit layanan yang dikelola oleh organisasi
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kemasayarakatan misalnya Woman Crisis Centre [WCC), unit
layanan di berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan ormas-
ormas lainnya.

Berdasarkan data SIMFONI-PPA tahun 2020 sampai dengan
bulan Februari, layanan-layanan yang diberikan kepada perempuan
dan anak korban kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan,
bantuan hukum, penegakan hulkum, rehabilitasi sosial, reintegrasi
sosial, pemulangan, dan juga pendampingan tokoh agama. Jenis
layanan yang paling banyak diberikan adalah pengaduan, yakni 474
kali, kemudian kesehatan sebanyak 376 kali, bantuan hukum 237
kali. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.
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Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 23 Februan 2020 (diolah)
Gambar 1.17. Jenis Layanan yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan
sampai dengan Bulan Februari 2020

1.1.3. Pemenuhan Hak Anak

Keberhasilan pemenuhan hak anak dapat diukur dari
Kabupaten/Kota layak anak. Sampai dengan tahun 2018 jumlah
Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 177 kabupaten/Kota atau
30,94% dengan berbagai peringkat. Sampai dengan tahun 2018 baru
terdapat dua Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat Utama
dalam pencapaian KLA dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau
baru sebesar 0,39%.
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Gambar 1.18. Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan KLA Menurut Status Peringkat
Tahun 2018

Pencapaian indikator pemenuhan hak anak masing-masing
klaster hak anak diuraikan sebagai berikut:
a. hak sipil dan kebebasan;
1) Kepemilikan Akta Kelahiran
Akte kelahiran merupakan bentuk identitas setiap
anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil
khususnya hak sipil anak. Hasil Susenas 2018 menunjukkan
bahwa sekitar 65,24 persen anak Indonesia telah memiliki
akta kelahiran dan dapat menujukkannya. Masih ada sekitar
18,31 persen yang memiliki akta kelahiran namun tidak
dapat menunjukkannya. Sayangnya, ada sekitar 16,13 persen
anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran, bahkan
ada sekitar 0,32 persen yang orang tuanya tidak tahu tentang
akta kelahiran. Kepemilikan akte pada anak Indonesia tahun
2018 secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tidok tabu; 0,32

Gambar 1.19. Kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia Tahun 2018
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2) Informasi Layak Anak: Pusat Informasi Sahabat Anak [PISA)
dan Telepon Sahabat Anak (TeSA)

Salah satu wahana yang dikembangkan Kemen PPPA
untuk dapat memberikan informasi layak anak adalah Pusat
Informasi Layak Anak [PISA) dan Telepon Layak Anak (TeSA).
Keberadaan Pusat Informasi Layak Anak (PISA) dan Telepon
Layak Anak (TeSA) sejatinya bertujuan untuk memberikan
manfaat kepada masyarakat khususnya anak-anak dalam
memperoleh informasi layak anak. Pengembangan Pusat
Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Telepon Layak Anak
(TeSA) seharusnya telah dimiliki oleh setiap daerah, namun
pada tahun 2018 jumlah cakupan TeSA hanya menjangkau
10 Provinsi dan PISA hanya dimiliki oleh 10 Kabupaten Kota.

3) Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)
dan Pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P)

Jumlah wilayah yang mengembangkan Model dan
Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan
(PAPP) pada tahun 2015 sebanyak dua provinsi (DIY dan
Kalimantan Barat) dan 2 kabupaten [(Gunung Kidul dan
Belitung), kemudian pada tahun 2016 sebanyak 2 provinsi
(Maluku Utara dan DKI Jakarta) dan dua kabupaten/kota
(Kota Kupang dan Halmahera Barat), tahun 2017 sebanyak 1
kota (Surakarta) dan dua kabupaten (Brebes dan Sleman),
dan tahun 2018 sebanyak 1 kota (Kota Semarang). Pelatihan
anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam kurun waktu
tahun 2016-2018 dilaksanakan di Jakarta dengan peserta
sebanyak 34 provinsi, Jawa Timur dan NTB, Provinsi Bali,
Provinei Sumatera selatan, DIY, dan Kota Batu.

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran
kondisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah
persentase anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun
sebagai berikut.

1) Anak yang tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung, Bapak
Kandung, dan Ibu Kandung
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Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
(MSPB) yang di laksanakan tiga tahun sekali, secara umum
dari tahun 2009-2018 bahwa sekitar 84-87 persen anak
berusia 0-17 tahun tinggal bersama bapak dan ibu
kandungnya. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar
anak di Indonesia masih mendapatkan pengasuhan langsung
dari kedua orang tuanya. Kemudian sekitar 2 persen anak
tinggal dengan bapak kandungnya, sekitar 8 persen anak
yang tinggal dengan ibu kandungnya, dan sekitar 4-5 persen
anak yang tinggal dengan keluarga lain.
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Gambar 1.20. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun dan Belum Kawin Menurut
Status Tinggal Tahun 2009-2018

Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi
Orang Tua/Keluarga

Berdasarkan data Kemen PPPA pada tahun 2018,
menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah PUSPAGA
yang terdapat di Indonesia. Namun demikian, jumlah
PUSPAGA yang terdapat di Indonesia masih sangat minim.
Pada Tahun 2016, jumlah PUSPAGA hanya mencapai 18 unit
yang terdiri dari 2 PUSPAGA Provinsi dan 16 PUSPAGA
Kabupaten /Kota. Kemudian pada tahun 2017, terlihat bahwa
adanya peningkatan jumlah PUSPAGA menjadi 21 PUSPAGA
yang terdiri dari 1 PUSPAGA Provinsi dan 20 PUSPAGA
Kabupaten /Kota.
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3) Perkawinan Anak
Hasil Susenas 2018, persentase anak perempuan usia
10-17 tahun menurut status perkawinan dan tipe daerah.
Sebanyak 99,26 persen anak perempuan usia 10-17 tahun
belum menikah, 0,70 persen berstatus kawin, dan ironisnya
sudah ada yang melakukan perceraian sebesar 0,04 persen,

baik cerai mati maupun cerai hidup.

982G

¥ 004

gelum kawin Kawin Cerai (Cerai Hidup dan Mati)

Gambar 1.21. Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status
Perkawinan Tahun 2018

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
1) Puskesmas Ramah Anak

Salah satu sarana kesehatan yang diperlukan untuk
mendulkung Kota Layak Anak adalah Puskesmas Ramah
Anak. Jumlah puskemas dengan pelayanan ramah anak dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016
terdapat 136 Puskemas di 20 Kabupaten/Kota yang telah
memiliki pelayanan Ramah Anak. Kemudian pada tahun 2017
bertambah 80  puskesmas Ramah Anak di 25
Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 jumlah Puskesmas
Ramah Anak di Indonesia mencapai 837 Puskesmas yang
tergebar di 28 provinsi dan 114 Kabupaten/Kota pada tahun
2018.

2} Kampung Anak Sejahtera (KAS)

Kampung anak sejahtera merupakan program
kolaborasi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan peran
keluarga dalam memenuhi hak kesejahteraan anak melalui
kegiatan penguatan pengetahuan serta keterampilan di
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bidang pangan dan gizi untuk tumbuh kembang anak.
Beberapa indikator performa dari kampung anak sejahtera
antara lain pemberian makanan tambahan (PMT), literasi bagi
anak, pelatihan dan Gizi, edukasi peran keluarga dalam 1000
HPK, pengolahan PMT berbasis lokal, dan edukasi kesehatan
reproduksi dan gizi remaja. Penerapan model Kampung Anak
Sejahtera tahun 2018 sebanyak 4 desa yaitu Desa Tambak
Kalisogo di Kabupaten Sidoarjo, Desa Selomirah di Kabupaten
Magelang, Desa Cibatok II di Kabupaten Bogor, Desa
Kapinago di Kabupaten Pandeglang.

d. pemanfaatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
1) Partisipasi Sekolah
Partisipasi sekolah anak usia 3-17 tahun menunjukan
bahwa mayoritas anak usia 3-17 tahun berstatus masih
bersekolah, yaitu 83,62 persen. Sisanya sebesar 12,69 persen
anak tidak /belum bersekolah dan 3,70 persen anak berstatus
tidak bersekolah lagi.

u Tidak/belum sekolah ® Masih sekolah = Tidak bersekolah lagi

Gambar 1.22. Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Menurut Status Bersekolah Tahun
2018
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Dari hasil Susenas 2018, bahwa APS anak 7-12 tahun
tercatat sebesar 99,22 persen. Sementara itu, APS anak usia
13-15 tahun tercatat sebesar 95,36 persen dan APS anak usia
16-17 tahun sebesar 81,80 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi kelompok usia, semakin rendah
persentase anak yang bersekolah. Secara rinci APS
berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Gambar
berikut:
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Gambar 1.23. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2018

APK menunjukkan tingginya tingkat partisipasi
sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada
jenjang pendidikannya. Pada tahun 2018, APK SD/sederajat
sebesar 108,61 persen, APK SMP/sederajat sebesar 91,52
persen dan APK SM/sederajat sebesar 80,68 persen. Nilai
APK SD/sederajat pada tahun 2018 sebesar 108,61 persen
menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah
pada jenjang SD/sederajat di tahun 2018, ada sekitar 8,61
persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan atau lebih
dari 12 tahun. Dengan kata lain, dari anak murid
SD/sederajat yang bersekolah, sebanyak 8,61 persen murid
yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada
jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya berasal dari murid
yang terlalu dini untuk bersekolah SD/sederajat.
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Gambar 1.24. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun
2018

Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mampu
menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar
mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan
diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk
belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai
keberagaman, toleransi dan perdamaian. Jumlah sekolah
ramah anak yang terdapat di Indonesia dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi dari jumlah
sekolah ramah anak terjadi di tahun 2017 menuju tahun
2018, pada tahun 2017 terdapat 300 sekolah ramah anak.
Kemudian jumlah sekolah ramah anak yang terdapat di
Indonesia pada tahun 2018 sudah mencapai 11.097 sekolah
yang tersebar di 236 Kabupaten/Kota (34 Provinsi). Secara
lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

12000 11.097

2000 396 L0831

Desember Desember Desember Oktober 2018
2015 2016 2017

Sumber: Kemen PPPA .2018 diolah
Gambar 1.25 Jumlah Sekolah Ramah Anak Tahun 2015-2018
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3) Pusat Kreativitas Anak

Pusat Kreativitas Anak (PKA) merupakan wahana yang bersih,
sehat, hijau, inklusif, aman, dan nyaman bagi anak untuk
dapat bermain, beristirahat, berekreasi, berkreasi berbudaya
serta dapat diakses semua anak termasuk anak penyandang
disabilitas, anak di masyarakat adat terpencil, dan anak dari
kelompok yang terpinggirkan untuk mengembangkan ide
baru, pemikiran dan terobosan baru serta karya yang
bermanfaat. Jumlah PKA dari tahun 2015 hingga 2018 terus
mangalami peningkatan. Pada Tahun 2016 terdapat 16 PKA
di 16 Kabupaten/Kota, 13 Provinsi. Kemudian Tahun 2017
terdapat 20 PKA di 20 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi. Pada
tahun 2018 sudah terdapat 20 PKA di 20 Kabupaten /Kota di
11 Provinsi di Indonesia.

1.1.4. Perlindungan Khusus Anak

Indeks perlindungan khusus anak (IPKA) dihitung dengan
berdasarkan pembentuknya. Indeks pembentuk IPKA adalah 1)
Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, 2) rasio anak usia
5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses
internet, 3) Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas)
yang sedang bersekolah / APS 7-17, 4) Persentase anak berumur 0-
17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 5) Persentase
anak usia 0-17 tahun yang terlantar.

Nilai IPKA tahun 2018 sebesar 73,98 dengan nilai masing
masing komposit sebagai berikut: 1) Persentase anak usia 10-17
tahun yang bekerja sebesar 71,80%, 2) rasio anak usia 5-17 tahun
(disabilitas /non disabilitas) yang pernah mengakses internet sebesar
40,91 %, 3) Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas)
yang sedang bersekolah / APS 7-17 sebesar 79,43%, 4) Persentase
anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan
sebesar 69,89%, dan 5) Persentase anak usia 0-17 tahun yang
terlantar sebesar 94,08%.
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Kinerja indikator terkait perlindungan anak lainnya dapat

digambarkan sebagai berikut.
a. Pekerja Anak

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

(BPS), perkembangan anak usia 10-17 tahun yang bekerja

selama tahun 2012-2018 memperlihatkan persentase anak yang

bekerja mengalami penurunan selama periode 2012-2015, dari

9,43 persen di tahun 2012, kemudian terus menurun menjadi

5,99 pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 persentase

anak yang bekerja meningkat kembali menjadi 6,99 persen dan

di tahun 2017 menjadi 7,23 persen. Kemudian pada tahun 2018

menurun lagi menjadi 7,05 persen.

7.23 7.05

5.99

N W S N X

2012 2013 24 2015 2016 2017 2018

Gambar 1.26. Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Selama Tahun 2012-2018 (Survei
Angkatan Kerja Nasional, 2018)

Sebagian besar anak usia 10-17 tahun yang bekerja
berstatus sebagai pekerja tak dibayar dengan persentase total
mencapai 66,06 persen. Sementara sisanya sekitar 20,04 persen
yang berstatus buruh/karyawan/pegawai, 8,31 persen sebagai
pekerja bebas, dan 5,59 persen berstatus berusaha.

b. Perkawinan Usia Anak
Perkawinan usia anak banyak memiliki dampak negatif
baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi.
Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi
kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada
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kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal dan
anak yang dilahirkan kemungkinan memiliki berat badan lahir
rendah. Perkawinan usia anak juga memiliki resiko yang tinggi
terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan
wanita yang menikah pada usia yang lebih dewasa.

Data Susenas tahun 2018, menunjukkan bahwa 35,69
persen wanita di Indonesia berusia 10 tahun keatas menikah
sebelum usia 18 tahun. Bila dibedakan pada kondisi wilayah
menunjukkan sebesar 43,49 persen (pedesaan) dan 28,85
persen (perkotaan) wanita menikah sebelum mencapai usia 18
tahun. Dampak dari pernikahan muda menyebabkan umur
kehamilan juga dibawah 18 tahun. Wanita usia 15 - 49 tahun
yang pernah hamil, sebanyak 22,2 persen mengalami kehamilan
pertama kali sebelum 18 tahun bahkan di pedesaan sebesar
28,37 persen.

c. Kekerasan Anak

Seorang anak bisa mengalami satu atau lebih jenis
kekerasan, prevalensi kekerasan dihitung berdasarkan anak
yang mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan
seksual, fisik atau emosional. Berikut ini akan diuraikan hasil
Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)
Tahun 2018 yang mengukur prevalensi tindak kekerasan emosi
dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

1) Prevalensi Pengalaman Kekerasan Emosional
Indikator kekerasan yang diukur meliputi dihina,
direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi atau
mengalami perundungan. Hasil survei menunjukkan bahwa
1 dari 2 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan
emosional. Sedangkan untuk perempuan menunjukkan
bahwa 3 dari 5 anak perempuan mengatakan pernah

mengalami kekerasan emosional.
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a) Pengalaman Kekerasan Emosional pada kelompok
Umur 13-17 tahun
Gambar 1.27 menunjukkan prevalensi tindak
kekerasan emosional pada kelompok umur 13-17 tahun
yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki dan
perempuan baik yang ada di kota maupun di desa. Dari
gambar tersebut terlihat bahwa prevalensi kekerasan
emosional pada kelompok umur 13-17 tahun yang
dialami sepanjang hidup pada laki-laki yang ada di desa
(54,7%) lebih besar daripada laki-laki yang ada di kota
(50,1%). Sedangkan perempuan yang ada di kota (59,6%)
lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada
perempuan yang ada di desa (57,2%). Pada media daring
dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, terlihat bahwa
laki-laki yang berada di kota (15,1%) lebih banyak
mengalami kekerasan emosional daripada laki-laki yang
ada di desa (13,3%). Sedangkan perempuan yang berada
di desa (12,8%) lebih banyak mengalami kekerasan
emosional daripada perempuan yang ada di kota (12,6%).

b) Pengalaman Kekerasan Emosional pada kelompok
Umur 13-17 tahun dalam 12 bulan terakhir
Pengalaman kekerasan emosional kelompok umur
13-17 tahun yang dialami dalam 12 bulan terakhir
sebagaimana disajikan pada Gambar 1.27 terlihat bahwa
laki-laki yang ada di desa (54,7%) lebih banyak
mengalami kekerasan emosional daripada laki-laki yang
ada di kota (50,1%). Sedangkan perempuan yang ada di
kota (59,6%) lebih banyak mengalami kekerasan
emosional daripada perempuan yang ada di desa
(57,2%). Pada media daring dalam kurun waktu 12 bulan
terakhir, terlihat bahwa laki-laki yang berada di kota
(15,1%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional
daripada laki-laki yang ada di desa (13,3%). Sedangkan
perempuan yang berada di desa (12,8%) lebih banyak
mengalami kekerasan emosional daripada perempuan
yang ada di kota (12,6%).
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NEXERASAN EMOSIONAL

Usia 13-17 tahun rprevalensi (%)

Semua: Lifetime Media daring

& so0.1 8 su7 9 o 151 o 133
wees B9 596 E’o 57,2 wots @9 12,6 E:.,o 128
Semua: 12 bulan terkahir Media daring: 12 bulan terakhic
g & s0.1 & 547 3 & 150 lREE]
e B 596 EQszz wots 89 12,6 E.ux

Gambar 1.27 Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 13-17
Tahun pada Sepanjang Hidupnya dan dalam 12 Bulan
Terakhir (SNPHAR 2018)

c) Pengalaman Kekerasan Emosional pada Kelompok
umur 18-24 tahun, sebelum umur 18 tahun
Gambar 1.28 menunjukkan prevalensi tindak
kekerasan emosional pada kelompok umur 18-24 tahun
yang dialami sebelum umur 18 tahun bahwa laki-laki
yang ada di kota (41,3%) lebih banyak mengalami
kekerasan emosional daripada laki-laki yang ada di desa
(40,3%). Sedangkan perempuan yang ada di kota (43,6%)
lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada
perempuan yang ada di desa (38,5%). Pada media daring,
terlihat bahwa laki-laki yang berada di kota (10,2%) lebih
banyak mengalami kekerasan emosional daripada laki-
laki yang ada di desa (6,3%). Sedangkan perempuan yang
berada di kota (8,6%) lebih banyak mengalami kekerasan
emosional daripada perempuan yang ada di desa (8,5%).

REMERASAN CAMOSIONAL

Kejadian Kekerasan Emosional (dihina, direndahkan, tidak

diharapkan lahir, tidak disayangl atau mengalami perundungan)
Usia 18-24 tahun
Kejadian sebelum usia 18 tahun

& a3 & w03 & 10,2 2 e3
wots 9 43,6 abﬁ,s g‘&s E‘:Qa.s

Gambar 1.28 Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 18-24
Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 tahun (SNPHAR 2018)
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2) Prevalensi Pengalaman Kekerasan Fisik

Indikator kekerasan yang diukur meliputi ditendang,
dipukul, dicekik, dibekap, atau diancam/diserang dengan
senjata. Hasil survei menunjukkan prevalensi pengalaman
kekerasan fisik pada laki - laki yaitu, 1 dari 3 anak laki - laki
di Indonesia mengalami kekerasan Fisik. Sedangkan untuk
perempuan yaitu 1 dari 5 anak perempuan mengatakan
pernah mengalami kekerasan fisik.

a) Pengalaman Kekerasan Fisik pada Kelompok Umur
13-17 Tahun
Pada Gambar 1.29 disajikan hasil survei yang
menunjukkan prevalensi tindak kekerasan fisik pada
kelompok umur 13-17 tahun yang dialami sepanjang
hidup pada laki-laki dan perempuan baik yang ada di
kota maupun di desa. Dari gambar tersebut terlihat
bahwa prevalensi kekerasan fisik pada kelompok umur
13-17 tahun yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki
yang ada di desa (39,4%) lebih besar daripada laki- laki
vang ada di kota (33,6%). Sedangkan perempuan yang
ada di kota (19,6%) lebih banyak mengalami kekerasan
fisik daripada perempuan yang ada di desa (19,1%). Pada
media daring dalam kurun waktu 12 bulan terakhir,
terlihat bahwa laki-laki yang berada di desa (18,2%) lebih
banyak mengalami kekerasan fisik daripada laki-laki
yang ada di kota (14,8%). Sedangkan perempuan yang
berada di kota (10,9%) lebih banyak mengalami
kekerasan fisik daripada perempuan yang ada di desa

(9,7%).
Bemua Liftatime Samuas 12 bulan tarakhie
e & anG = aea T & 4.0 >y = ez
35.. 5 196 o € 19,1 .i.".' 5 109 own €9 9.7

Gambar 1.29. Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 13-17
Tahun (SNPHAR 2018)
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b) Pengalaman Kekerasan Fisik pada Kelompok Umur
18-24 Tahun, Sebelum Umur 18 Tahun
Gambar 1.30 menunjukkan prevalensi tindak
kekerasan fisik pada kelompok umur 18-24 tahun yang
dialami sebelum umur 18 tahun bahwa laki-laki yang
ada di kota (36,3%) lebih banyak mengalami kekerasan
fisik daripada laki-laki yang ada di desa (29,5%).
Sedangkan perempuan yang ada di desa (14,5%) lebih
banyak mengalami kekerasan fisik daripada perempuan
yang ada di kota (13,5%).
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Gambar 1.30. Prevalensi Kekerasan Fisik Kelompok Umur 18-24 Tahun,
Kejadian Sebelum Berumur 18 Tahun Menurut Jenis
Kelamin (SNPHAR 2018)

3) Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, dan
dilakukan oleh pasangan/ pacar, keluarga, dewasa dikenal,
teman/ sebaya, dan orang tidak dikenal dengan indikator
mengalami kekerasan seksual meliputi sentuhan, ajakan,
pemaksaan fisik, dan dengan tekanan. Hasil survei
menunjukkan prevalensi pengalaman kekerasan fisik pada
perempuan yaitu, 1 dari 11 anak perempuan di Indonesia
mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak laki-
laki yaitu 1 dari 17 anak laki-laki mengatakan pernah

mengalami kekerasan seksual.
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a) Pengalaman Kekerasan Seksual pada Kelompok Umur
13-17 Tahun
Gambar 1.31 menunjukkan prevalensi tindak
kekerasan seksual yang bersifat kontak fisik, dengan
indikator mengalami sentuhan, diajak berhubungan
seksual, dipaksa berhubungan seks, dan berhubunga
seks dibawah tekanan pada kelompok umur 13-17 tahun
yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki yang ada di
desa (7,3%) lebih besar daripada yang ada di kota (5,4
%). Sedangkan pada perempuan yang ada di kota (10,4%)
lebih besar daripada perempuan yang ada di desa (9,5%).
Prevalensi tindak kekerasan seksual yang Dbersifat
nonkontak fisik dengan indikator melihat
kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam
kegiatan seksual dan mengirimkan gambar
foto/video/teks kegiatan seksual pada kelompok umur
13-17 tahun yang terjadi sepanjang hidup, laki-laki yang
berada di desa (7,3%) mengalami kekerasan seksual
lebih besar daripada laki-laki yang berada di kota (6,6%).
Sedangkan pada perempuan yang berada di kota
mengalami kekerasan seksual (5,9%) lebih besar
daripada perempuan yang berada di desa (4,7%).

b) Pengalaman Kekerasan Seksual pada Kelompok Umur
13-17 Tahun dalam 12 Bulan Terakhir
Pengalaman kekerasan seksual yang bersifat
kontak fisik dengan indikator mengalami sentuhan,
diajak berhubungan seksual, dipaksa berhubungan seks,
dan berhubungan seks dibawah tekanan, kelompok
umur 13-17 tahun yang dialami dalam 12 bulan terakhir
sebagaimana pada Gambar 1.31, pada laki-laki yang ada
di di desa (5,9%) lebih besar daripada yang ada di kota
(3,5%). Sedangkan pada perempuan yang berada di kota
(6,9%) mengalami kekerasan seksual lebih besar
daripada perempuan yang berada di desa (5,5%).
Prevalensi tindak kekerasan seksual yang bersifat non
kontak fisik dengan indikator melihat
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kekerasan /kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam
kegiatan seksual dan mengirimkan gambar
foto/video/teks kegiatan seksual pada kelompok umur
13-17 tahun yang terjadi dalam 12 bulan terakhir, laki-
laki yang berada di desa (4,0%) mengalami kekerasan
seksual lebih besar daripada laki-laki yang berada di
kota (2,4 %). Sedangkan pada perempuan yang berada di
kota (3,3%) mengalami kekerasan seksual lebih besar
daripada perempuan yang berada di desa (2,9%.).

Kontak: Lifetime Kontak: 12 bulan terkahir
395.6 mem ﬂgas Qes.s
worr @9 106 Dess 995  wos 969 0w B 55

Non-Kontak: Lifetime Non-Kontak: 12 bulan terakhir
ﬂe&s mov.s g@z.b me«o

votr €959 Dess @47  won 8933 ovea 829

Gambar 1.31. Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual Kelompok Umur
1317 Tahun (SNPHAR 2018)

c) Pengalaman Kekerasan Seksual pada kelompok Umur
18-24 Tahun
Hasil survei menunjukkan prevalensi tindak
kekerasan seksual yang bersifat kontak fisik, dengan
indikator mengalami sentuhan, diajak berhubungan
seksual, dipaksa berhubungan seks, dan berhubunga
seks dibawah tekanan pada kelompok umur 18-24 tahun
yang dialami sebelum umur 18 tahun sebagaimana pada
Gambar 1.32 pada laki-laki yang ada di kota (3,6%) lebih
besar daripada yang ada di desa (2,8%). Sedangkan pada
perempuan yang ada di desa (10,7%) lebih besar
daripada perempuan yang ada di kota (9,8%). Prevalensi
tindak kekerasan seksual yang bersifat nonkontak fisik
dengan indikator melihat kekerasan/kegiatan seksual,
dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan
mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual
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pada kelompok umur 18-24 tahun yang dialami sebelum
umur 18 tahun pada laki-laki yang berada di kota (5,6%)
lebih banyak mengalami kekerasan seksual daripada
laki-laki yang berada di desa (3,8%). Sedangkan pada
perempuan yang berada di kota (6,8 %) mengalami
kekerasan seksual lebih besar daripada perempuan yang
berada di desa (3,7%).

Kontak: Saat Usia <18 tahun
$ & 36 | S 28

wota &9 9.8 Desa &9 10,7

Non-Kontak: Saat Usia <18 tahun

65.6 m@a.a

Hota ° 6.8 Desa o 3,7

Gambar 1.32 Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual Kelompok Umur 18-
24 Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 Tahun (SNPHAR 2018)

Anak Berhadapan dengan Hukum

Masih tingginya anak-anak yang berhadapan dengan
hukum atau menjadi narapidana anak. Berasal dari data
smsblast.ditjenpas.go.id menunjukkan bahwa kondisi bulan
Desember tahun 2015 sampai dengan 2018 jumlah narapidana
anak sejumlah 2.056 (2015), 2.188 (2016), 2.469 (2017) dan
2.154 (2018). Terkait masih banyaknya anak-anak yang
berhadapan dengan hukum dan upaya memberikan
perlindungan terhadap anak-anak tersebut maka sistim
peradilan pidana anak harus dapat dimaknai secara
komprehensif. Sistim peradilan pidana anak harus mencakup
pada semua unsur yaitu pada akar permasalahan mengapa
anak melakukan pidana, melakukan pencegahan, sdm aparat
penegak hukum, proses peradilan, kondisi tahanan, reintegrasi
sosial, dan lain lain.
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Tabel 1.
Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018

mm s
Pere mpuan
%)) IL}] 5 (8 m

(8)
Dewasa Naragidana 150 064 8812 154 57t 170 763 10 357
Tahanan 65 893 3813 9 724 67303 1909 7112
Jumish 15957 12 645 228 602 238 066 14 266
Anask-snak  Narspidana 2412 57 2063 2118 15
Takanan L | 101 64 6 194
Jumish 3404 % (79 1984 62 § pas
Dewnss dan  Narapidana 152 476 § 859 161 3¢5 171 881 10353
Anak-snak  Tahanan 6 BRS iE 70 736 68 171 1935 72 1D
Jumish 119 361 12720 332 08 241052 4128

Sumber: Buku Profil Anak Tahun 2019, Kemen PPPA

e. Anak Korban Penelantaran

Distribusi anak menurut ketelantaran memiliki pola yang
sama antara anak usia 0-4 tahun dan anak usia 5-17 tahun,
yaitu sebagian besar tidak telantar, diikuti anak hampir telantar
kemudian anak telantar. Jika dibandingkan, anak usia 0-4
tahun memiliki lebih banyak anak telantar sebesar 6,95 persen
dibanding anak usia 5-17 sebesar 1,60 persen. Hal ini perlu
perhatian lebih, karena usia balita merupakan masa golden age,
yaitu masa emas perkembangan anak, dimana masa
perkembangan anak sangat pesat, baik dari pertumbuhan fisik
maupun kecerdasan yang menentukan terhadap perkembangan
anak selanjutnya.
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Gambar 1.33. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kategori Ketelantaran
Tahun 2018
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1.1.5. Partisipasi Masyarakat dalam PPPA dan Kualitas Keluarga

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak
bisa dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Kelompok masyarakat yang diharapkan dapat
berpartisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak meliputi: (1) lembaga profesi dan dunia usaha, (2)
media yang terdiri dari media cetak, media elektronik dan media
sosial, dan 3] partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,
dan partisipasi akademisi dan lembaga riset.

Jenis partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tergambarkan
pada skema berikut ini.

1

Maendarong masyarakat agar
dapat berpartisipas dalam

wdan ;:erind;.lnpn ;m*

Menciptakan kondisl masyarakat
yang pedull terhadsp

pemb erdayasn persmpusn dan

perlindumgan anak
Jenis Partisipasi

Masyarakat

4

M reiptaian kemibaan, kerjasama
dam hubungan kevja yang baik
dengan masyarakat dalam
pemiserdayaan perempuam dan
perindungan anak

3

M mpercepal pelaksanssn
pumberdayaan perompuan dan
perlindungan ansk melaui
fasiliad den Kerjasdma

Bentuk Partizsipasi Masyarakat dalam pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilakukan yaitu:
sosialisasi; advokasi; penyuluhan; pembinaan; pengawasan; fasilitasi;
pelayanan; kajian; pelatihan; permodalan; dan penyediaan sarana
prasarana.

Kinerja terkait Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak tergambarkan dari sebanyak 6.000 Lembaga
Masyarakat (LM} yang bergerak pada isu perempuan dan anak, ada
sekitar 1.765 Lembaga Masyarakat atau 28% yang telah berinteraksi
dan berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan Dinas PPPA Provinsi dan
Kab/Kota. Kemen PPPA secara masif menggalang partisipasi Lembaga
Masyarakat, antara lain melalui Temu Nasional PUSPA (Partisipasi
Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) dan telah
ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum PUSPA di 33 Provinsi dan
35 Kab/Kota. Selain itu telah terbentuk pula Forum Komunikasi
untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 34
provinsi.
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Gambar 1.34. Sebaran forum PUSPA Daerah Tahun 2018

Kemen PPPA juga bersinergi dengan lembaga masyarakat
melalui program three ends untuk mengakhiri 3 hal yaitu: Akhiri
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Akhiri Perdagangan
Orang, dan Akhiri Kesenjangan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan
(Three Ends), melalui:

1. bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat
hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik
individu, komunitas, dan organisasi untuk bersama-sama
menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak;

2. melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan
dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen
masyarakat;

3. membentuk gugus tugas Penanganan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang terdiri dari unsur
pemerintah, lembaga masyarakat, dan penegak hukum; dan

4. menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan
yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan
perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk
membangun usaha kecil rumahan.
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Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah
dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan  Keluarga, kebijakan pembangunan  keluarga
dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan
delapan fungsinya secara optimal. Delapan fungsi keluarga meliputi
fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan,
reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.

Kondisi kualitas keluarga dapat dilihat dari indikator indeks
ketahanan keluarga. Pengukuran tingkat ketahanan keluarga
mencakup lima dimensi pengukur ketahanan keluarga, meliputi:
Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga; Ketahanan Fisik;
Ketahanan Ekonomi; Ketahanan Sosial Psikologi; dan Ketahanan
Sosial Budaya.

Rintisan Indeks Ketahanan keluarga Nasional tahun 2016
termasuk pada kategori tingg. Dari sebanyak 21 indikator pembentuk
rintisan indeks ketahanan keluarga, terdapat indikator yang
capaiannya masih rendah, yaitu: (1) Kemitraan Suami-Istri; (2)
Keterbukaan Pengelolaan Keuangan; (3) Kecukupan Pangan; (4)
Kecukupan Pendapatan Keluarga; (3) Jaminan Kesehatan Keluarga;
6) Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak; dan (7) Keeratan Sosial.

Dari 34 provinsi di Indonesia, setengahnya (17 provinsi)
memiliki nilai R-IKK di atas rata-rata nasional. Sebanyak 23 diantara
provinsi-provinsi di Indonesia sudah masuk dalam kategori tingkat
ketahanan keluarga “tinggi® atau “sangat tinggi®. Provinsi dengan R-
IKK tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaliknya, provinsi
dengan R-IKK terendah yaitu Papua. Selanjutnya, terdapat 2 provinsi
yvang masuk dalam kategori R-IKK rendah, yaitu Musa Tenggara Timur
dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, sebanyak & provinsi
termasuk ke dalam kelompok yang memiliki ketahanan keluarga
kategori cukup.
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1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1.

Kualitas Hidup Perempuan
1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait kualitas hidup perempuan meliputi

sebagai berikut:

a. dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan di
legislatif, Kemen PPPA telah menandatangani MoU dengan
Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan telah ditindaklanjuti
oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan 30 persen calon
legislatif perempuan;

b. dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan khususnya
sektor informal bagi perempuan, telah ditandatangani MoU
antar kementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan
Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antar
kementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan
dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam
Pekerjaan; dan

c. Dalam upaya pelembagaan PUG di tingkat Nasional dan
Daerah, telah tersedia berbagai regulasi yang mengarah
pada Percepatan Pelaksanaan PUG, hasilnya sebanyak 34
K/L dan 33 Provinsi telah memiliki program dan kegiatan

yang responsif gender.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan meliputi

sebagai berikut:

a. ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari
capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG);

b. belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari
melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan
persentase perempuan di legislatif;

c. masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di
tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat

www.peraturan.go.id



a7 2020, No. 471

PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan
pemerintah daerah;

d. tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok
pengeluaran 40%  terendah (miskin) dan kurang
berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola
perempuan; dan

e. menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku
usaha Mikro, UKMM /IKM akibat pandemi Covid-19.

1.2.2. Pemenuhan Hak Anak

1.

Potensi

Potensi terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

a. kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong
pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan daerah;

b. kelembagaan anak telah ada di semua provinsi dan sebagian
besar kabupaten /kota;

c. telah banyaknya provinsi yang telah menginisiasi PUSPAGA;
dan

d. semakin tingginya perhatian kepala daerah
(Gubernur/Walikota/Bupati) terhadap pemenuhan hak
anak.

Permasalahan

Permasalahan terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai

berikut:

a. masih banyaknya kabupaten/kota yang belum mencapai
peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai dengan
tahun 2018 jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak
177 kabupaten/Kota atau 30,94% dengan berbagai
peringkat; dan

b. capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih
rendah, seperti kepemilikan akte kelahiran; Lembaga
Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang
Tua/Keluarga; puskesmas ramah anak, kampung anak
sejahtera; tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan
menengah; sekolah ramah anak; pusat kreatifitas anak;
Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); Rute Aman dan
Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media informasi layak anak
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yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat
Informasi Sahabat Anak); dan daerah mengembangkan
model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan
dan Pembangunan (PAPP), serta pelatihan Pelopor dan
Pelapor (2P).

1.2.3. Partisipasi Masyarakat dalam PPPA dan Kualitas Keluarga
1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas

keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak meliputi sebagai berikut:

a. secara nasional terdapat lembaga masyarakat (profesi dan
dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan masyarakat)
yang concern dan bermitra dengan Kemen PPPA dalam
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

b. telah terbentuknya Keanggotaan Forum Komunikasi untuk
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. terbentuknya Forum PUSPA di Provinsi dan Kab/Kota, hasil
dari Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk
kesejahteraan perempuan dan anak); dan

d. telah terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga di beberapa daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas

keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak meliputi sebagai berikut:

a. belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan
dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan
kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

b. belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga
profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan
dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; dan

c. belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode

dan cara dalam mendorong/memandu  partisipasi
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masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

1.2.4. Perlindungan Hak Perempuan

1.

Potensi

Potensi terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai

berikut:

a. Indonesia telah memiliki jaringan kerjasama dengan
beberapa negara dalam penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan;

b. penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan
layanan rujukan akhir bargi perempuan korban kekerasan
yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas
provinsi dan internasional;

c. disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung
daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan
Perempuan dan Anak;

d. terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA
di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan

e. tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka
mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi
acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah
Daerah (Pemda).

Permasalahan

Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan meliputi

sebagai berikut:

a. tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di
ranah privat (KDRT) maupun diranah publik dengan
spektrum yang semakin luas;

b. makin tingginya tindak pidana perdagangan orang
khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial
dan kerja paksa, bukan saja antar negara namun juga antar
daerah;
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c. rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap
Pekerja Migran Indonesia, dan Tenaga Kerja Perempuan di
sektor informal;

d. belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak
perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan;

e. masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan
pada situasi konflik dan bencana, dan perlindungan
terhadap kelompok lansia dan difabel yang mendapatkan
diskriminasi atau perlakuan kurang adil;

f. lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di
kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan
perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan
substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya
berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan;
dan

g. dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai
permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan
dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus

perlindungan perempuan.

1.2.5. Perlindungan Khusus Anak
1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait perlindungan khusus anak meliputi

sebagai berikut:

a. penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan
internasional;

b. disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung
daerah dalam menjalankan kewenangan perlindungan
perempuan dan anak;

c. terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA
di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan
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d. tersedianya regulasi dan kebijakan dalam perlindungan
anak yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L)
dan Pemerintah Daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait perlindungan khusus anak meliputi

sebagai berikut:

a. tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama
kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat
maupun ranah publik;

b. terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak
anak seperti: pekerja anak, dan anak berhadapan dengan
hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, serta anak
berkebutuhan khusus; dan

c. dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai
permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan
dapat berakibat terhdap peningkatan kasus-kasus
perlindungan khusus anak.

1.2.6. Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA
1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen

PPPA meliputi sebagai berikut:

a. Kemen PPPA memiliki sumber daya manusia yang memiliki
motivasi kerja yang tinggi:

b. kepemimpinan tranformasional yang mengarah pada
perbaikan kinerja dan pelayanan Kemen PPPA; dan

c. dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan
alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA

meliputi sebagai berikut:

a. belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan program
dan kegiatan, pelaporan kinerja Kemen PPPA, penyediaan
data terpilah gender dan anak, serta pengelolaan Sistem
Informasi Gender dan Anak;
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b. belum efektifnya fasilitasi bantuan hukum dan penyusunan
produk hukum terkait PPPA;

c. belum optimalnya koordinasi kerja sama dalam negeri dan
Iuar negeri terkait PPPA;

d. belum optimalnya pelayanan kehumasan dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat terkait PPPA;

e. belum optimalnya pengawasan internal guna mewujudkan
akuntabilitas Kemen PPPA;

f. kurangnya kompetensi dan profesionalisme aparatur Kemen
PPPA;

g. belum optimalnya pengelolaan administrasi, sarana

prasarana penunjang.
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BAB II
VISI, MISI, DAN, TUJUAN KEMEN PPPA

2.1. Visi Kemen PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu:
"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian, berlandaskan gotong-royong".

Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan)
misi, yaitu sebagai berikut:
peningkatan kualitas manusia Indonesia;
struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
pembangunan yang merata dan berkeadilan;
mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

R R A

penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;

7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga;

8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden.
Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai
dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024
yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul,
Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong-Royong".

2.2. Misi Kemen PPPA
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA

Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1
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(Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata
dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi,
Bermartabat, dan Terpercaya).
Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi
sebagai berikut:
1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan
dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. peningkatan perlindungan anak; dan
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

2.3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kemen PPPA

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan
dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam
rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014).
Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-
2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat
peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda
pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7
agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai
berikut:
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan

ok B Rl 00T e

stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu
“Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing’,
khususnya Program Prioritas (PP} ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak,
perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan
hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu
“perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu
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meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator

nasional yang harus dicapai yaitu:

NS o B

Indeks Perlindungan Anak (IPA);
proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang
hidupnya (%);
Indeks Pembangunan Gender (IPG);
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
TPAK Perempuan; dan
prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan
terakhir.
Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5

arahan presiden, yaitu:

7 AGENDA PEMBANGUNAN Arahan Presiden Untuk PPPA Tujuan Kemen PPPA

peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan
anak;

penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

penurunan pekerja anak; dan

pencegahan perkawinan anak.

Ketaanan Exonomi untuk
\ | Pertuamiuihan Serkualias dan | Peningkatan Pemberdayaan
il ST 1 || perempuan dalam 1. Meningkatkan Kesetaraan
. Kewirausahaan Gender dan Pemberdayaan
Q pergembengsn Wilsyah untuk S : Perempuan
Mengurangi Kesenjangan 2 |
Peningkstan Peranbudsn | | & L“"M": B fomrguion
~ 2 | Keluarga Dalam Pendidikan/
, SOMBerkusltas dan Bordoyasaing £} | | Pengasuban Anak '3 Meningkatkan Partisipasi
Masgarakst dan Kualitas
S Keluarga dalam
-
. Revolusi Mental dan Pembangunan },‘ 3 Penuriman Kekerssan Pembangunan PP PA
A Terhadap Perempuan dan Anak | | 4 Meningkatkan
d Perlindungan Hak
‘ Infrastrubtur wstuk Exanomi dan - Perempuan dari kekerasan
Pelwyanan Daser | | termasuk TPPO
4 ‘ Penurunan Pekeria Anak 5. Meningkatkan
m Lingkungan Micksp, Ketamanan Bencans, ) Perlindungan Khusus Anak
dan Perubshen iklim
R— B Mewujudian Tata Kelola
| | Pemcrintahan yang Baik &
Stabilitas Pothukhackam dan
* s M | s ‘ Pencegahan Per@winan Anak Kemen PPPA

Gambar 2. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA
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Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata
oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan
Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN /Bappenas Nomor 5
Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan
Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam
pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator
kinerja sasaran strategis yaitu:
a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
c. TPAK Perempuan; dan
d. Indeks PUG Nasional.
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas
kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran
strategis yaitu:
a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam
Pembangunan PP PA
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan
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kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran
strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
b. Indeks Kualitas Keluarga.
Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan
termasuk TPPO
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang
publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan
perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan
korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur
dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan
dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat
layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi
perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).
Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang
memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini
diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan
komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai
standar.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA.
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran
strategis yaitu:
a. Indeks Reformasi Birokrasi;

b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;

www.peraturan.go.id



2020, No. 471 s

c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
d. Nilai SAKIP.
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Tabel 2.
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024 m

-50-

Indikator Kinerja Sasaran Baseline Target Kinerja Tahun Unit Kerja
b RN s Strategis Satuan o1e | 2020 | 2021 | 2022 | 2083 2024 Pengampu
1. Meningkathkan 55.1 Meningkatnya Indikator Kinerja55.1 : Deputl Bidang
Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup dan a. Indeks Pembangunan | Indeks 90,99 91,21 a1,28 a1,28 91,33 91,39 |Kesetaraan Gender
Pemberdayaan Peran Perempuan Gender (IPG)
Perempuan dan Dalam Permbangunan b. Indeks Pemberdayaan | Indeks 72,10 73,24 73,50 73,74 7397 74,18
Pedindungan Hak Gender [IDG)
Perempuan c. TPAK Perempuan Persen 51,B9 5251 53,13 53,76 54 38 55,00
d. Indeks PUG Nasional Indeks | &0,02 64,16 67,95 71,03 74,20 76,93
2. Meningkathkan 55.2 Meningkatnya Indikator Kinerja 55.2 : Deputl Bidang
Pemenuhan Hak Kualitas Tumbuh | a. Indeks Perlindungan | Indeks 62,72 66,34 68,1 69,87 7166 7349 [Pemenuhan Hak
Anak Kembang Anak dan Anak [IPA) Anak
Kapasitas b. Proporsi perempuan usia | Permsen 10.91 980 0,44 9,08 B, 74
Kelembagaan 20-24 tahun menikah <
Pemenuhan Hak serta usla 18 tahun
Perlindungan Khusus | ¢, Jumlah Kabupaten/Kota | Persen MA 270 290 315 335
Anak dengan Peringkat KLA
d. Persentase balita vang | Persen MNA 3,59 3,55 351 3.47
mendapatkan
pengasuhan tidak layak
Meningkatkan 55.3 Meningkatnya Indikator Kinerja55.3 : Deputi Bidang
Partisl pasi partisipasl masyarakat | a. Indeks Pembangunan | Indeks MNA 15,0 330 55,0 750 Partisipasi
Masyarakat dan dan kualitas keluarga Partisipas| Masyarakat Masyarakat
Kualitas  Keluarga dalam pemberdayaan | b, Indeks Kualitas Keluarga Indeks 61,0 73,5 740 74,5 750
dalam perempuan dan
Pembangunan PPPA perlindungan anak
untuk mewujudkan
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Kekerasan yang
Mendapat Layanan
Komprehensif [SNPHAR
dan Simfani}

Indikator Kinerja Sasaran Baseline Target Kinerja Tahun Unit Kerja
b RN Strategis Satuan oot | aos0 | 2021 | 2002 | 2083 2024 Pengampu
kesetaraan gender
dan pemenuhan hak
anak

4. Meningkatkan 554 Menurunnya segala Indikator Kinerja 55.4 : Deputi Bidang
Perlindungan  Hak bentuk kekerasan a. Prevalensi perempuan Persen a4 MEAUFUN |mendrun |menaran [menorun | menoron | Perlindungan Hak
Perempuan daari terhadap perempuan usia 15-64 tahun yang Perempuan
kekerasan termasuk diruang publik, mengalami ke kerasan
TPPO domestk, tempat dan TPPO dalam 12 bulan

kerja, situasi darurat terakhir (sumber: SPHPN)
kondisi khusus, dan b. Persentase Perempuan Persen MA 20 40 60 8O 1040
perempuan korban Karban Kekerasan dan
TPPO, serta TPPO yang Mendapat
meningk 3_._..__.”. Layanan Komprehensif
layanan bagi [SPHPN dan Simfani]
perempuan korban . Persentase pemda yg Persen 10 20 40 60 B0 100
kekerasan dan TPPO menyediakan layanan
bagi perempuan korban
kekerasan dan TPPO
yang sesuai standar (3%)

5. Meninghkatkan 555 Meningkatnya Indikator Kinerja 55.5 : Deputi Bidang
Perlindungan layanan bagi anak | a. Prevalensi anak 13-17 Persen 62 menurun |menurun |menurun [menurun | menurun | Perlindungan
Khusus Anak karban kekerasan dan tahun yang pernah Khusus Anak

yang memerlukan mengalami kekerasan
perlindungan khusus sepan|ang hidupnya (%)
[SNPHAR 2018)
b. Pementase Anak Korban Persen 62 65 6B 70 72 75
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Indikator Kinerja Sasaran Baseline Target Kinerja Tahun Unit Kerja
L G - Strategis Sauan oois | 0% | 2021 | 2022 | 2023 | 37024 Pengampy
€. Persentase anak berusia Persen 6,54 6,00 527 5,00 4,50 4,00
10-17 tahun yang bekerja
d. Persentase Pemda Persen 0 0 5 5 5 5
melaksanakan layanan
sesuai standar
Mewujudkan Tata | 556 Meningkatnya Tata | Indikator Kinerja 55.6 : Sekretariat
Kelola Kelola Pemerntahan | a. Indeks Reformasi | Indeks 70 70 75 B0 BS a0 Kementerian PPPA
Pemerintahan yang yvang Baik di Kemen Birakrasl
Baik di Kementerian PPPA b, Opini BPK atas Laporan | opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
PPPA Keuangan
¢. Tingkat Maturitas 5PIP Level 3 3 3 3 4 4
d. Nilai SAKIP Persen 95 96 a7 98 99 100
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BAB IIT
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGEA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun
2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki
perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih
adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun
perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam
RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b} percepatan
pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi/kabupaten /kota, dan pemerintah desa melalui penguatan
pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG), [c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman
individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas,
lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan
peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam
pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan
publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan
koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat,
media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran
dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan
regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan
reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik
perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan
kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan
tentang KtP dan TPPO; d] penguatan kelembagaan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM
penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan
data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data

terpadu KtP dan TPPO; f] pengembangan sistem layanan terpadu
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penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara
pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha
dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam
upaya pencegahan KtP dan TPPO.

3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem
Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan
karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati
haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang
proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan
efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia
layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan
dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan
anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan
anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas,
media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan
partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat
kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan
berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan
penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya
pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan
pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan
dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi
anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan
layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan
khusus.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan
dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang
rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan
yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau
beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
Sementara itu strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
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Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kemen PPPA dalam
rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra Kemen PPPA adalah
sebagai berikot:

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:

a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan
koordinasi  berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan
pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian flembaga
dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan
gender;

b. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan
pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pengarusutamaan
gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program,
kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan
evaluasinya;

c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media
massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat
nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang
berbasis teknologi informatika (e-leaming|, penyelenggaraan webinar,
radio komunitas, dan sebagainya;

d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan
keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi
pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;

e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan,
terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan,
politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui
peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat,
pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia
usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;

f. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang
pentingnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam program
pembangunan dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi,
untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan
memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan

g Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan
data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
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dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat
nasional dan daerah.

2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak
untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan
hidupnya, dengan strategi:

a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan
koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses
pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan
tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya sebagai acuan bagi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pemenuhan hak anak;

b. Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan
pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pemenuhan hak
anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program,
kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik
bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya;

c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media
massa dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak di tingkat nasional dan daerah, melalui
penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika
(e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan
sebagainya;

d. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif
bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan
kondisi khusus, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan
kelangsungan hidupnya melalui standarisasi (akreditasi) lembaga
penyedia layanan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)
pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada day
care/Tempat Penitipan Anak;

e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam
pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui
peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat,
pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia
usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
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f. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan
tingkat kematangan usianya, melalui peningkatan kapasitas Forum
Anak di tingkat nasional dan daerah;

g. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang
pentingnya pengintegrasian pemenuhan hak anak ke dalam program
pembangunan dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi
(KLA), untuk memastikan pemenuhan hak anak dilaksanakan dan
memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan

h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan
data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program [ kegiatan
pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan
lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam
percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
dengan strategi:

a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan
koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi tentang peningkatan
sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga
masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan
dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan
peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi
pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning),
penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;

c. Peningkatan  sinergitas dengan lembaga  masyarakat di
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan
pemerintah desa melalui melalui forum Partisipasi Publik untuk
Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan
terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta kualitas keluarga;

d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan
data sinergitas dengan lembaga masyarakat di
kementerian/lembaga, pemerintah provingi/kabupatenfkota, dan
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pemerintah desa untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas
keluarga;

e. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang
pentingnya sinergitas dengan lembaga masyarakat dengan
mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan
sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga,
pemerintah  provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa
dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan
daerah; dan

f. Meningkatkan kualitas keluarga agar mampu berperan dalam
mengasuh dan melindungi anak dan orang tua guna menunjang
tumbuh kembang anak secara optimal dan menciptakan hubungan
keluarga yang harmonis tanpa ada kekerasan, melalui gerakan
sayang keluarga dan mengoptimalkan kelembagaan PKK, dasawisma,
dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

4. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan strategi:

a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan
koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses
pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan
hak perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah;

b. Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat
penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan
terhadap perempuan bagi perempuan kelompok rentan (lansia,
penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi
darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan termasuk TPPO;

c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum,
masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi
perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban
bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan
penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

d. Menguatkan sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan

(lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam
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situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO;

e. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pemantauan dan evaluasi
untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan
korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas,
korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus
berjalan dengan baik;

f. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk
membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan
memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi
lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan
serfikasi SDM penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO,
dan penyusunan standar pelayanan UPTD PPA; dan

g. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus)
yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta
pemulangan dan reintegrasi sosial.

5. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan strategi:

a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan
koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses
pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan
khusus anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah;

b. Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia
usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya
perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

c. Memperkuat jejaring, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah,
aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha dan
lembaga layanan dalam perlindungan khusus anak dari tindak
kekerasan baik di pusat dan daerah;

d. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk
membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan
memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi
lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan
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serfikasi SDM penanganan anak korban tindak kekerasan,
eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

e. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus)
yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta
pemulangan dan reintegrasi sosial; dan

f. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan
hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan
hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak

kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak.

6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
dengan strategi:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus
menerus dan berkesinambungan;

b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,
dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;

c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja
sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target
kinerja;

d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional
sesuai dengan standar;

e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan
kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan proses binis,
pentapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan
standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan

f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan
disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagi individu maupun
dalam kelompok kerja.

3.3. Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi (KR) adalah perencanaan pembentukan regulasi

dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat
dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
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Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalizasi dari arah
kebijakan Kemen PPPA. Kerangka regulasi memberikan gambaran umum
Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kemen PPPA dalam pelaksanaan
tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka
Regulasi dalam melaksanakan strategi dan untuk mencapai Sasaran
Strategis Kemen PPPA. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran
pembangunan nasional, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai
instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan
memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan
nasional.

Proses penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan regulasi akan
menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak
pada biaya yang lebih besar dan masyarakat yang akan menanggung beban
tersebut. Analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi
menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan
alternatif kebijakan di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi
merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat
non-regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk
diimplementasikan.

Prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi korider penyusunan
regulasi Kemen PPPA yaitu:

a. memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;

b. mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (CBA);

c. memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi;
kebutuhan regulasi dalam Renstra Kemen PPPA yang mendukung
kebijakan pembangunan nasional dan visi-misi Presiden; dan

e. pelibatan pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan Kerangka Regulasi Kemen PPPA, hal pertama
yang harus diperhatikan adalah bahwa Kerangka Regulasi yang akan
disusun Kemen PPPA pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung
tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum di
dalam RPJMN. Kerangka Regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kemen
FPPA berupa arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, yang
bentuknya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga.

Regulasi yang akan disusun dalam rangka melaksanakan strategi
dan untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA serta untuk
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mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana

tercantum dalam RPJMN, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender dan  peraturan
pelaksanaannya;

b. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri
Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, dan Rehabilitasi Pelaku
Kekerasan Seksual Terhadap Anak;

d. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

€. Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan
terhadap Analk;

g. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan

h. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan
struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran
Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal
maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di
dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara
kualitaz maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan diarahkan untuk
mendorong  efektivitas pelaksanana pembangunan dengan dukungan
kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam
konteks delivery mechanism, kelembagaan difokuskan pada penataan
organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat
inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan
program-program pembangunan.

Kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan
untuk: Mengarahkan penataan organisasi Kemen PPPA sejalan dan
mendukung pencapaian pembangunan; dan Mendorong efektivitas
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kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata
laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.
Kebijakan kerangka kelembagaan dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020-
2024 ditujukan pada organisasi Kemen PPPA yang mencakup rumusan
tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Kelembagaan yang tepat
fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong
efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan
menekankan nilai structure follow strategy, maka pembentukan organisasi
pemerintah  didasarkan pada stategi untuk pencapaian tujuan
pembangunan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan
diatas, dirumuskan kerangka kelembagaan Kemen PPPA sebagai berikut.

1. Sahli Pernbangunan Xeluarga
2. Sahli Penarggulangan Kemiskinan
3. Sahli Hubungan Antar Lembaga

Gambar 3. Struktur Organisasi Kemen PPPA
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BAE IV
TARGET KINERJA DAN KERANGHEA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Kinerja (prestasi kerja] merupakan hasil kerja baik kualitas maupun
kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
Kinerja diukur menggunakan indikator kinerja yang merupakan tanda yang
berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik outcome maupun
output. Outcome merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu. Oufput adalah suatu
produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukan
bagi customer atau target group agar outcome dapat teraujud. Indikator hasil
joufcome) mencerminkan kinerja pencapaian dari program  yang
dilaksanakan, sedangkan indikator kinerja keluaran (outpuf) mencerminkan
kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan.

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan
dicapai dalam periode waktu wyang telah ditentukan. Untuk dapat
mengetahui keberhasilan organisasi, Kemen PPPA telah menetapkan target
kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tarpget
kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini digunakan sebagai bahan
evaluasi Kemen PPPA. Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari
akuntabilitazs instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti
apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari (lesson

learned) untuk perbaikan di masa mendatang.

Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024
beserta sasaran program dan indikator kinerja program diuraikan sebagai
berikut:

1. Program Hesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
a. SP 1.1. Meningkatnya kesetaraan gender melalui peningkatan
kapasitas pelembagaan PUG di K/L dan pemda.

Indikator kinerja:

1) Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori

minimal “cukup".
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2) Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan
kategori minimal “baik”.
b. SP 1.2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang
ekonomi, sosial dan politik.
Indikator kinerja:
1) Persentase perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan
keputusan;
2) Persentase perempuan miskin yang menjadi pelaku usaha ultra
mikro;
3) Persentase perempuan korban kekerasan yang menjadi pelaku
usaha ultra mikro;
4) Persentase perempuan rentan yang berdaya secara sosial;
5) Persentase kegiatan penurunan stunting yang responsif gender;
6) Presentase provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kebijakan
mitigasi dan adaptasi bencana yang responsif gender; dan
7) Persentase pemerintah daerah yang memiliki perempuan sebagai
agen perubahan lingkungan yang responsif gender.
c. SP 1.3. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak.
Indikator kinerja:
1) IPHA;
2) Persentase daerah dengan angka perkawinan anak di bawah
angka nasional; dan
3) Persentase daerah dengan angka pengasuhan layak di atas angka
nasional.
d. SP 1.4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemenuhan hak
anak.
Indikator kinerja:
1) Persentase daerah dengan kategori kelembagaan “baik"; dan
2) Persentase kabupaten/kota dengan Peringkat KLA.
e. SP 1.5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Indikator kinerja:
Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi
Masyarakatnya (IPPM) berkategori “baik™.
f. SP 1.6. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Indikator kinerja:
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Persentase daerah yang Indeks Kualitas Keluarga (IPK) berkategori
“baik”.

g- SP 1.7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi
perempuan korban kekerasan termasuk TPPO.
Indikator kinerja:

1) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO wyang
mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni);

2) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang
minimal merasa puas atas layanan yang diperolehnya;

3) Jumlah unit layanan yang mendapat akreditasi A untuk layanan
perempuan korban kekerasan dan TPPO; dan

4) Jumlah SDM unit layanan yang sudah mendapat sertifikasi
layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO.

h. SP 1.8. Meningkatnya Kelembagaan dan layanan bagi anak
korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus
Indikator kinerja:

1) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA);

2) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan
komprehensif;

3) Persentase anak korban kekerasan yang merasa puas atas
layanan yang diperolehnya;

4) Jumlah unit layanan yang mendapat akreditasi A untuk layanan
anal korban kekerasan; dan

5) Jumlah SDM unit layanan yang sudah mendapat sertifikasi

layanan anak korban kekerasan.

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan akan
dijabarkan ke dalam 5 kegiatan sebagaimana tercantum pada skema
berikut ini.

PROGRAM
Kesetaraan Gender,
Perlindungan Perempuan
dan Anak

l l

Kegiatan 1 Kegiatan 2 Keglatan 3 Hegiatan 4 Kegiatan 5
Pendancuiamazn Pemerihan Hak Partisipasi Masyarakat dan Perlindungan Hak Perlindungan Khusus
P::: "";n Anak ¥ualitas Keluarga dalam Perempuan dari Anak
pm"'; Pemberdayaan Perempuan keskerasan termasuk
dan Perlindurgan Anak PPO
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2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
SP 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen
PPPA
Indikator kinerja:

Indeks Reformasi Birokrasi;

opini BPK atas laporan keuangan;

tingkat maturitas SPIP/manajemen resiko;

RO o B

nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA dan EPA);
nilai SAKIP; dan
merit sistem dalam pengembangan SDM.

0

Secara rinci target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024 terlampir.

www.peraturan.go.id



2020, No. 471

=77 -

TABEL 3
MATRIES KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No

Program /
Kegiatan

Sasaran Program
[Outcome|

jdan Kegiatan [Cutpuat)
!

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alkhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Lt
Organisasi
Pelaksana

2020

2021

2022

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

DEFUTI BID

ANG KESETARAAN GENDER

Program
kesetarann
Gend er,
Perlindungan
Perempuan dan
Ik

Sasaran Program 1.1:
Meningkatrya

lkapasitas
pele mbagaan PUG di
K/L dan pemda

19.200

10614

11.075

11.5E3

11.6BE

Deputi Bidang
Fesetaraan
Gender

[ndikator Kinerja :

la. Persentase KL
lvang memperoleh
[ndeks PUG dengan
kategori minimal
CUKUP

Persen

33,33

38,10

38,10

47,62

61,90

61,90

|4, 207

5.540

5694

5,863

5BG3

b, Persentase Provinsi
lvang memperoleh
[ndeks PUG dengan
leategori mitimal
BAIK

Persen

58, 82

61,76

64,71

70,50

14,993

o074

b.3EL

B.J719

5 B35

Sasaran Program 1.2:

[eputi Bidang
poes elaraan




No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit

COrganisasi

Pelaksama

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Metiing katiyea

paolitik

£1.200

12, 746

12341

13,148

13,327

Gender

linelileator Kierja
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a. Persentase

perempuan dalam
kepemimpinan dan
pengambilan

Persen

2.496

2271

2.362

2457

Ivang menjadi pelaku
usaha ultra mikro

Persen

L.BB3

120

1444

. Persentase
perempuan korban

mik o

Persen

|
b3
ba

3.600

3600

3600

d. Persentase
Perempuat Rentan
lvang berdaya secara

wnaial

Persen

w

6.700

4 800

4,800

4 800
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Unit
COrganisasi
Pelaksana

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

k=, Persertpse
Kegiatan Penurunan
Shunting yang
responsive gender

Persen

49%

B

1.065

a49

ar?

1027

. Persentase
prov/kkab kota yvg
memiliki kebijakan
mitigasi dan adaptasi
bencana yg responsif
pender

Persen

IR

35%

500

. Persentase Pemda
v Memilild
Perempuan sbg Apen
Perubahan
Lingkungan yang
Res ponsif Gender

Persen

L)

O,
(3
Prov)

15%
|
Prov)|

263
9
Prow)

35%
[12
Prow)

4495
(15
Prow)|

Kegiatan 1:
FPengarisutamaa
n Gender dan
Pem berd oy aam
Perempuan

Sasaran Kegiatan 1.1:
Mening katnya
kesetaraan gender

me lalui peningkatan
kapasitas
pelembagaan PUG di
B/ L bidang Palitik,
Hukum, Pertahanan
lan Keamanan dan
ldaerah

3.000,00

4.B98,00

476350

495363

504812

Asisten Deputi
Fesetaraan
Gender Bidang
Palitil,
ki,
Fertahanan,
lan Keamarian
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020 | 2021

2022

2023

2024

[ndikator Kinerja
Kegiatan:

la. Jumlah K/L yang
terfasilitasi PUG

10

10

o

10

600 1.500

1500

1500

b, Jumlah d serab
[Provinsi) yang
terfmsi

900 902

992

1.091

1091

= Jumlah Provinsi
v difasili
dalam Pelat
Kepemimpinan

FPerempuan Perdezaan

Frovinsi

o
Kab/
Kota

1.500 2.496

2271

2.362

2457

Sasaran Kegiatan 1,2:
Meningkatnya
kesetaraan geiler
melalui peningkatan
lkapasitas
pelembagaan PUG di
K /L bidang ekonomi
dan daerah

23500 |14.725

11.814

12662

12707

Asisten Deputi
Fesetaraan
Gender Bidang
Ekomnami

[ndikator Kinerja
Kegiatan:

la. Jumlah K/L yang
terfasilitasi PUG
bidang e konomi

11

11

n1

11

1400 1.540

1694

1863

1863
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi
Pelaksana

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

ah daerah
| yang
terfasilitasi PUG
bidang ekonomi

Frov

2100

1.000

1.000

1.000

1.000

lc. Persentase Pusat
layanan usaha
terpadu [FLUT) KUKM
vang difasilitasi
idalam pend ampingan
tentang isu PP dan PA

Fersen

0,00

30,99

14 08

6,76

28,17

1.BB5

720

1444

id. Jumlah perem puan
korban kekerasan yg
menjadi pelaku usaha
ultra mikro

Orang

000

5000

5000

000

5000

20,000

3.600

3600

3600

e, Jumlah SDOM
pendamping
perempuan pelaku
lewirasahaan
[Melkaar] yang
meningkat kapasitas
idan Pemahaman
Tentang [su FFPA

Orang

18000

18000

LB000

18000

6.700

4 800

4,800

4 800

Sasaran Kegiatan 1.3:
Mering katya
kesetaraan gender
e lalui peningkatan
lkapasitas
pelembagnan PLG di

11.500

3.065

29449

2987

3naz

fusisten Deputi
Fesetaraan
Gender Bidang
Pendidilkan,
Feschatan, dan
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Reluarga

m.. ah K/L yang
terfasilitasi PUG
bidang perdidikan,
kesehatan dan
e ba
keluarga

11

11

11

14E1

1000

1000

1000

1000

b, Jumlah daerah
[Provinsi] yang
terfasilitasi PUG
bidang pendidikan,
kesehatan d

pem bangunan
keluarga

Frov

30139

10040

10040

1000

10040

lc. Provinsi yang
jatlear

&l PUG dan
FPRG tentang upaya
Pencegahan Stunting

Frov

1.065

949

1027

. Selaolah
Perempuan tinglat
desa yang terbentul

Frov

12

7.000
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi
Pelaksana

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Sasaran Keglatan 1,4
Meninglkatnya
kesetaraan gemder
melalui peninglkatan

K/ L bidang
infrastruktur
lingkungan dan
laerah

2700

3.672

3R89

4128

4233

Pusisten Deputi
Fesetaraan
Gender Bidang
[nifras truktur
Han
Lingkungan

[ndikator Kinerja
Kegis

la. Jumlah K/L yang
terfasilitasi PUG
bidang intras trultur
flan linglkungan

10

10

o

10

726

1.500

1500

1.500

1500

b. Jumlah daerah
[Provinsi] yang
terfasilitasi PUG
bidang infrastrukiue
idan lingkungan

Frov

1974

2.172

2389

2628

2733

Sasaran Keglatan 1,5
Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
ivang Baik di Satker
Dreputi KOG

8,000

Foeset:

Gender
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Cutcome|

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Akhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2021 2022 |2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

[ndikator Kinerja

Layanan dukungan
manajemen dan
internal di Satker
Deputi KG

Layanan

7 .200

B.000

DEFPU

TI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

lesetaraan
Gender,
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

Sasaran Program 1.3:

Kembang Anak

[Deputi Bidang
Pemen

lak Anak

lielilcator Kierja :

A, [ndeks Pemenuhan
Halk Anak (I[PHA)

Fersen

65 70 |67 .60 B0 44

71,34

b, Persentase daerah
dengan angka
perkawinan anak
dibawah angka
nasional

Fersen

c. Persentase daerah
dengan angka
igasuhan layak
diatas angka nasi

Fersen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Cutcome|

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Akhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2021

2022

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

Sasaran Program 1.4

Meningkatnya
Kapasitas

Pemenuhan Hak

[ndikator Kinerja

wariabe] di KLA)

Fersen

b. Persentase
Kabupaten fKota
idengan Peringleat KLA

FPersen

[Kegiatan 2:
Pemenuhan Hak
lAnak

Sasaran Kegiatan 2, 1;
Mening kat
fasilitasi ke pada
provinsi dan

paten /kota
alam pemenuhan
Halk Sipil, [nformasi,
idan Partisipasi Anak

fosisler _..__m._”._ 1t
Fement

[ndilator Kinerja




-86-

2020, No. 471

No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

la,  Jumlah daerab
vang difasi
idalam pemenuban

hak partisipasi anak

Firowv

17

17

17

17

1,5

b. Jumlah daerah
vang di asi
idalam peningkatan
hak sipil dan akses
informasi layak anak

Frov

Sasaran Kegiatan 2.2
Mening katnya
fasilitasi kepada
provinsi dan
kabupaten (kota
idalam pemenuhan
Hal Atas
Pengasuhan,
Keluarga, dan
Lingkungan

Jusisten Deputi
Femenuhan
Hak Anak Atas
Pengasuhan,
Foeluarga dan
Lingkungan

[ndikator Kinerja
Kegiatan 2:

o, Jumlah daerah
Ivang difasilitasi
Ialam pelatihan
pengasuhan berbasis
hal analk

Frov/Kab
Hota

10
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Sasaran Program Kondisi Uit
[Crutcome| Baseline Target Kinerja Akhir Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] Organisasi

T [dan Kegiatan (Output)| Satuan Pelaksama

Kegiatan /
2019 (2020 |202]1 |2022 (2023 [2024 |Renstra| 2020 2021 2022 2023 2024

[ndikator
IL__”_...__..p:_‘._ [ 20 0 [ (0 1,5 1,1 1, 1.2 1,3

b, .

Keluarga [PUSPAGA)

lc. Jumlah daerah Frov/Kab =3 10 25 25 25 1,0 2.0 50 5,0 50
vang difasilitasi { Kota
idalam pengembangan
laycare

-87-

id. Jumlah daerah Frov/Kab [0 20 20 [0 20 1,5 1,5 1,5 1,5 20
vang difasilitasi { Kota
idalam pencegahan
perkawinan anak

-1
&

le. Jumlah dacrah Fab/ Kot 10 10 10 10 12 1,5 1,5 1,6 1,
lvarig o ifmsilitasi 1
idalam pengembangan
lingkungan ramah
lanak

Sasaran Regiatan: pusisten Deputi
Mening katoya Femenuhan

fasilitasi kepada Hak Anak atas
provinsi dan Fieschatan dan
ko bupaten /kota fiesejahternan

idalam pemenuhan
Hak Atas Kesehatan
idan Kesejahteraan
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

[ndikator Kinerja
tarm:

la. Jumlah daerah
vang difasilitaszi
idalam pemenuhan
hak anak atas
kesehatan

Eab/Kot
1

b, Jumlah dasrah
Ivang difasilitasi
dalam pemenuban
hak anak atas
kesejahteraan

Fab/Kot
2

=]

BOO0

BOD, 0

00,0

lc. Jumlah provinsi
Ivang merndapatkan
lisasi tentang
B LI Ar

stunting

Frovinsi

Sasaran Kegiatan:
Mening katnya
fasilitasi kepada
provinsi dan

ke bupaten kota
idalam pemenuhan
Hale Atas perdidikan,
kreativitas dan
_u_._n_.:u.....:

fsisten Deputi
Femenuhan
Halk Atas
Pendidiloan,

vitas dan
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

[ndikator Kinerja
tarm:

a. Jumlah provinsi
vang difasilitaszi
idalam pengembangan
E& ah ramah anak

FProvinsi

b. Jumlah daerah
vang difasilitasi
idalam pembangunan

Frovinsi

~

=, Jumlah daerah
Ivang difasilitasi

Kebijalkan KLA

Frovinsi

3.0

Sasaran Kegiatan:

administrasi kepada
selurub unit di
lingkungan Deputi
Tuimbul Keinbatg
IAnak

Belkretariat
Ceputi Bidang
Femenuhan
Hal Anak
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

[ndikator Kinerja
Kegiatan:

la. Jumlah dokumen
rencana program dan
lkegiatan, dan rencana
anggaran deputi
Tumbuh Kembang
Anak yang tersusun

Hokumen

132,00

150,00

180,00

180,00

180,00

. Jumlah dokumen
pemantauan dan
levaluasi deputi
Tumbuh Kembang
lAnak yang tersusun

Hokumen

8O3, 00

B20,00

830,00

B30,00

B30,00

ke, Jumlah laporan
kinerja deputi
Tumbuh Kembang
lAnak yang tersusun

lokumen

166, (0

18000

200 00

20000

200,00

1.  Jumlah advolkasi
Idan analisis hukum
jeli deputi Tumbuh
Kembang Anak yang

llibiasillea

lokumen

GA3, 00

700,00

720,00

720,00
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit

COrganisasi

Pelaksama

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

e, Jumlah dakumen

rasi
kepegawaian di deputi
Tumbuh Kembang
Anak yang tersusun

Crakurne

i}

294, 00

J00,00

330,00

330,00

330,00

{. Jumlah laporan
keuangan deputi
Tumbuh Kembang
Anak yang tersusun

Laporan

GEO, 00

700,00

710,00

710,00

710,00

-91-

z. Jumlah pelayanan
bidang tata usaha
Jdeputi Tumbuh
Kembang Anak yang
terlayani dengan baik

Layanan

133,00

150,00

180,00

180,00

180,00

h.  Jumlah
kebutuhan Rumah
Tangen deputi
Tumbuh Kembang
lAnak yang terpenuahi
idengan bailk

Layanan

1,61

1,65

1,70

1,70

1,70
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No

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

- Uit
Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah) COrganisasi
Alchir
Pelaksana
2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

DEPUTI BIDANG PARTISIPAS]I MASYARAKAT

Gemnd er,

Perlindungan
FPerempuan dan
Inak

Sasaran Program 1.5

Mening katnya

perempuan dan
perlindungan anak

[Deputi Bidang
Fartisipasi
Masyaralkat

[ndikator Kinerja :

Persentase Daerah
Ivang Indeks

Pem bang
Parti
Masyaralkatmya [[PPM)
[ber kategori] Baik

am 1.6

Meningkatnya
kualitas keluarga
idalam mewujudkan
kesetaraan geder
idan pememuhan hak
araabe

[ndikator Kinerja :
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

- Uit
Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] Organisasi
Alchir
Pelaksana
2019 |2020 |202]1 (2022 |2023 (2024 |Renstra| 2020 | 2021 2022 2023 2024

Persentase Daerah
vang Indeks Kualitas
Keluarga (IPK)
[berkategori] Baik

Kegiatan 3

Masyarakat dan
Kualitas Keluarga
idalam

Perm berd sy aarn
Perempuan dan
Perlindungan
lAnak

Sasaran Kegiatan 3. 1:
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
pem berdayaan
perempuan dan
perlindungan anak

fsisten Deputi
Fartisipasi
Lembaga
Frofesi dan
Dunia Usaha

Indikator Kinerja
Kegiatan 1:

1) Lembaga profesi,
Ivang mend apat
penguatan PLG
[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
2011 8

Lembaga

2] Dunia usaha yang
idikuatkan dengan
PG [Sesuai Hasil
Diskusi BS Renstra

Tahun 2018)

Perusaha
an
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

- Uit
Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah) COrganisasi
Alchir
Pelaksana
2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

3| Lembaga profes

[Sesual Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 B)

Lembaga

4] Dunia usaha yang
me lak sanakan

_.Eﬂ._..Fs
FFPFA[Sesuai Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 20 18]

Perusaha
An

6] Jumlah lembaga

=dia elekironik yang
kan dengan
PUG [Sesuai Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 2018)

5] Jumlah lembaga Media
media cetak yang
Diskusi BS Renstra
Tahun 2018
Media
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

7| Kerjasama
lem b
dengan komunitas
ng FFPA [Sesual
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Media

H] Oreganisasi

IrEAnisasi
kemasyarakatan dan
lembaga akademis
dan riset yang
idikuatkan dengan
FUG [Sesuai Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 20 18]

Crganisa
i

9] Kerjasama
Irganisas

= U2 T AT
idan akademisi dan
_.T_:._r.__.ﬂ.: risel |Se sl
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Crganisa
Jad
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

Sasaran Kegiatan 3.2
: Tersedianya

alian, NSPK dan
&l PUG bidang
ikar,

Aosister _L_n._u._ 1t
Hid

[ndikator Kinerja
Kegiatan:

a, Proporsi K/ L
[pendidikan,
kesehatan, sosial,
agama,PLU,BNPE,)
vang memiliki
kebijakan pelayanan
berbasis keluarga

i Diskusi

n Saripan

Pasific)

b, Pemda yang
memiliki Kebij
e bargg

Saripan Pasific)

Pemda
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

- Uit
Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
Alchir
Pelaksana
2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

Jumlah keluarga

Diskusi BS Renstra
Tahun 20 18]

h.. _“..._...._....1_._._...

id. Jumlah NSFK
as Keluarga

[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8]

NSFPE

e, Jumlah lembaga
penyedi NAET
peningkatan kualitas
keluarga tinghkat
pusat yang

berdirif terbentulk
[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 B

embaga

f. Jumlah lembaga
penyedia layanan
peninglkatan kualitas
lkeluarga mem peraleh
penguatan dan
pengembangan

embaga
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

[Sesuai Hasil Diskusd
BS Renstra Tahun
2001 8]

. Jumlah kebijakan
ldan pengaturan
atand arisasi lembaga

keluarga dalam
memujudkan KG dan
Hak Anak [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Kebijaka
i

stamd arisasi (Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstrn Tahun 2018)

embaga
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Sasaran Kegiatan 3,3:
Terpenuhinya

asi kepada
seluruh unit di

Belkre tariat
[Deputi Bidang

‘artisipasi

Masyarakat

platan, dan rencana
anggaran deputi yang
ter un [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Hokumen

2] Jumlah
dlokumen

[PETTLETY
levalias o n._”.___. YArg

tersusun [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Hokumen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah laporan

Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

lokumen

4] Jumlah data
eender yang terkelola
dengan baik [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

lata

5 Jumlah
peraturan terkait

loes e AN gender
Ivang sun [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

peratira
i

dibiasilkan [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Hokumen

7] Jumlah
clokumen
perencanaan dan

Hokumen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

lad ministrasi

\ 1 [Sesumi
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

I21] Jumlah
pegawai di deputi
vang ditingk atloan
lkapasitas manajerial
dan teknis [Sesual
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

VPRI

%) Jumlah
pelayanan bidang
keuangan di deputi
vang terselesailkan
idengan baik [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Layanan

18]  Jumlah laporan
keuangan deputi yang
LErsUsUn [Sesuni
Hasil Diskusi BS
Renstea Tahun 2018)

Laporat
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8|

Layatan

12] Jumlah
kebutuhan Rumah
Tangea deput
terpemihi dengan
baik [Sesuai Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 20 18]

Layaran

13] Jumlah
pengadaan barang
idan jasa di deput
spat wakiu dan

[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8|

Layanan
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Sasaran Program Kondisi Uit
Program [Crutcome] Baseline Target Kinerja Alhir Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
No| egatan flan Kegiatan (Output)] Satuan Pelaksana
HnnFP"nn 2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024
DEFUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMFUAN

Frogram Sasaran Program 1.7 [Deputi Bidang

Kesetaraan Ferlind ungan

Gender, Meningkatnya alkses mn

Perlindungan dan koualit

Perempuan dan
Anak

bag perempuan
korban kekerasan
termasulk TPPO

T._...ﬂ._..._._.._._u_..__.p._ n

[ndilator Kimerja

8.

il apat
layanan komprehensif
[SPHPN dan Simfoii)

b, Indeks Kepuasan
Masyarakat [[KM)] J
Persentase

suinii korbar
an dan TFPO
dmal merasa
puas atas layanan
vang diperolehnya.
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Sasaran Program Kondisi Uit
Program [Crutcome] Baseline Target Kinerja Alhir Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
No| egatan flan Kegiatan (Output)] Satuan Pelaksana
HnnFP"nn 2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024
Perempuan Korban
Kekerasan dan TFPO
id.  Jumlah SDM Unit
Layanan yang siudah
mendapat sertifileasi
Layanan Perempuarn
Korban Kekerasan
dan TFFO
Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan: fisisten Deputi
Tersedianya FPerlindungan
P,_”:_K_:_E.:: T.d.:r . bial
Perempuan dari n dan Perempuan
kekerasan e
termasul TPPO Hari Kelierasan
per lied ungan lalam Rumah
perempuan dari Tangga
titwd ale kelkerasan
[ndikator Kinerja
. Jumlah Kebijakan Hokumen
Pencegahan KtP yang
telah
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]

Program [
Kegiatan

Sasaran Program
[Cutecome]
fan Kegiatan (Output]

!
Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alzhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah)

Uit
Organisasi

Pelaksaa

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

ditm plementasilan
(Hasil dizskusi BS
Renstra taliun 20 18]

b, Jumlah penggiat
[lalki-laki dan
pErempuan)
pencegahan KtP yang
terlatih [Hasil diskusi
BS Renstra tahun
201 8)

Orang

lc.  Jumlah lembaga

Ivang terbentuk dan
alkctif [Hasil diskusi BS
Renstra tahiun 20 18]

Lembaga

jd. Jumlah kegiatan
KIE KtP yang
Jdilaksanakan [Hasil
dizskusi BS Renstra
tabuin 2018)

Eegiatan

e, Model pencegahan
KiP yang siap
direplikasi [Hasil
Jdiskusi BS Renstra
tahun 2018)

Podel
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Pemabiam an

perempuan [KiF|
[Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018

Crang

z. Keterampilan

Fenstra tahun 2018)

Crang

h. tersedia dan
idilaksanakannya
kebijak an
penanganan korban
KtP [Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018)

kebijaka
i

i, terbentuk dan
ber fungs
leele mbagaan majulian
alchir bagi perempuan
lkorban KtP [Hasil
idiskusi BS Renstra
tahiui 2018]

Lembaga
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

rujukan akhir [Hasil
diskusi BS Renstra
m 2018]

Crang

k. Tersedia dan
idilaksanakannya
kebijak an

stand arisasi lembaga
layanan yang
responsif gender dan
berpihak pada korban
KitP [Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018)

kebijaka
il

l. Tersedianya SDM
lembaga penyedia
layanan Perlindungan
Perempuan yang
responsil gender dan
berpihak pada korban
KtP [Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018)

OTHTE
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

. Jumlah lembaga

Mg
PETEMpPUADN FANE
ters tandarisasi [Hasi
diskusi BS Renstra
m 2018]

Lembaga

Sasaran Kegiatan:
Tersedianya
kebijak an,
pencegahan dan
fasili
perlind ungan hak
perempuan dalam
leetenagaler jaan

ai

Jusisten Deputi
FPerlind ungan
Hak
Ferempuan
lalam
Foetenagakerinn
{]

[ndikator Kinerja
Kegiatan:

o, Jumlah Kebijakan
hak

Renstra tahun 20 18]

loleumen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

- Uit
Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
Alchir
Pelaksana
2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

b, Jumlah kegiatan

diskusi BS Renstra
abun 2018)

Fegiatan

Renstra tahun 2018)

., Pemahaman ITRNE
masyarakat tentang
perlindungan hak
perempuan dalam

FJTKI

Sasaran Kegiatan:
Tersedianya

loee ks ik iy,
pencegahan dan

fasilitasi

fosislery _L._n._”.____
FPerlindungan
Halk
FPerempuan
lalam Situnasi
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Sasaran Program Kondisi Uit
Program [Crutcome] Baseline Target Kinerja Alhir Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah) COrganisasi
No RNMM.E: [dan Kegiatan (Output)| Satuan Pelaksama
HunFP"nn 2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024
perlindungan hak Darurat dan
Flord isi
flhusus
kondisi khusus
[ndikator Kinerja
Kegiatan:
a. Jumlah Kebijakan Dolkume
perlindungan hak i1

perempuan pada
situasi darurat dan
kondisi khusus [Hasil
diskusi BS Renstra
tahun 2018]

b, Jumlah keg
perlindungan hak
perempuan pada
situasi darurat dan
komdisi khusus vang
iilaksanakan [Hasil
dizskusi BS Renstra
tahun 2018]

Feglatan

Pe i baima
masyarakat tentang
perlitdl ungan hak

perempuan pada

TTEATHE
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

situasi darurat dan
khusus
zlusi BS

Halk Perempuan
idalam S
dan Kondisi Khusus
[Hasil diskusi BS

si Darurat

Renstra tahun 2018

K/ L/ Prov
Kab/Kot
A

Sasaran Kegiatan:
Tersedianya
kebijakan,

per lied ungan
perempuan dari
tirsl aks pidarna
perdagangan orang

fisisten Deputi
FPerlindungan
Hal
Perempuan
dari Tindak
Pidana
Perdagangan
Lrang

[ndilator Kinerja
Kegiatan:
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Uit

Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
Alchir
Pelaksana
2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

o, Jumlah Kebijalan
Pencegahan TPRO
lyang

diim pleme ntasikan
[Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018

Crakurne

i}

b. Jumlah penggiat
[laki-la lan
perempLan)
pencegahan TFRPO
Ivang terlatih [Hasil
diskuszi BS Renstra
tabnin 2018]

Crang

=, Jumlah lembaga
pencegahan TPPO
berbasis masyarakat
vang terbentuk dan
aketif (Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018

Lembaga

d. Jumlah kegiatan
KIE TFPO yang
clilaksanakan (Hasil
idiskusi BS Renstra
tahiui 2018]

Feeglatan
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

202

4

b= Maodel _x._u:._.ﬂ_*u.._:
[TFPO yang siap
i [Hasil

Model

f. Pemahaman
masyarakat tentang
ITPPO [Has i
BS Renstra tahun
2001 B)

Orang

z. Keterampil
181

ITPFPO [Hasil
BS Renstra tahun
201 B)

Crang

h. Tersedia dan
cliladesarakanmyn
kebijak an
penanganan korban
ITPPO [Hasil diskusi
BS Renstra tahun
201 8|

kebijalea
1
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Sasaran Program

Uit

Program [Crutcome] Baseline Target Kinerja HMM_M__.W_. Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
No| egatan flan Kegiatan (Output)] Satuan Pelaksana
HnnFP"nn 2019 2020 (2021 (2022 |2023 |2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

i,  Terbentuk dan
berfungsinya

rujukan
akhir bagl perempuan
lkorban TPPO [Hasil
diskusi BS Renstra

m 2018]

Lembaga

j. Jumlah korban
TPPO yvang difasilitasi
untuk mersd apat
pelayanan di lembaga
rujukan akhir [Hasil
idiskusi BS Renstra
talwan 2018]

AT

k. Tersedia dan
dilaksanakannya
kebijak an

stamd arisasi lembaga
layanan yang
responsil gender dan
berpihak pada korban
TPPO [Hasil
BS Renstra tahun
201 8]

izkusi

kebijaka
1]
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Tersedia

Lngan
PUAN YANE
responsif gender dan
berpihak pada korban
ITPPO [Hasil diskusi
BS Renstra tahun

201 8]

Crang

m. Jumlah lembaga

idiskusi BS Renstra
tahun 2018)

Lembaga

Sasaran Kegiatan:
Terpenubinya
ldulkungan

strasi kepada
selurub unit di
lingkungan Deputi
Perlind ungan Hak
Perempuan

Selaetariat
Creputi Bidang
Perlind ungan
alk
Ferempuan
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

[ndikator Kinerja

a. Jumlah dokumen
rencana program dan

gearan deputi
perlind ungan hak
PErEmpUAn YAnE
ters usun [Hasil
diskuszi BS Renstra
tahun 2018]

Hokumen

b, Jumlah dokumen
pemantauan dan
levaluasi deputi
perlindungan hak
PEFEMpLUan yang
tersusun [Hasil
dizskusi BS Renstra
tahun 2018]

lokumen

Jumlah laporan
ja deputi
perlindungan hak
PETETIPLAL VANE
tersusun (Hasil
idiskusi BS Renstra
tahiin 2018

lokumen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

., Jumlah data

Ti
{ an balk
[Hasil diskusi BS

Renstra tahun 2018

lata

e, Jumlah peraturan
terkait perlindungan
hak perempuan yang
tersusun [Hasil
idiskusi BS Renstra
tahun 2018)

FPeratura
1]

advolkasi
dan analisis hukum
Idi deputi
perlindungan hak
PErEMPLUAT YATE
dibiasilkan (Hasil
idiskusi BS Renstra
tahun 2018]

Hokumen

z. Jumlah dokumen
anaan dan
administrasi

kepegawaian di deputi
perlind ungan hak
[PErEMPUAT Yang

Hokumen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

tersusun [Hasil
diskusi BS Renstra
tahun 2018]

h. Jumlah pegawai di
ideputi perlindungan
hak perempuan yYang
ditingkatkan
kapasitas manajerial
ldan teknis [Hasil

kusi BS Renstra
tabun 2018)

ITATE

i. Jumlah

ngan di deputi
perlindungan hak
PErEmpPUAR YANE
terselesailkkan dengan
bails (Ha liskusi BS
Renstra tahun 2018

Layaran

Jumlah laporan
keuangan deputi
perlited ungan hak
pPErEMpLUAD YANE
tersusun (Hasil

iskusi BS Renstra

tahun 2018]

Laporat
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah
an bidang tata
ki

perlindungan hak
PErEMPLUIAT VAT
terlayani dengan baik
|Hasil diskusi BS
Renatra tahun 2018)

Layatan

l. Jumlah
kebutuhan Rumah
Tangea deputi
ndungan hak

PErEMPLUAT YATE
terpemibil dengan
baik [Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018

Layanan

m. Jumlah pengadaan
barang dan jasa di

tepat waktu dan
berjalan dengan baik
[Hasil diskusi BS
Renstra tahun 2018)

Layanan
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Sasaran Program Kondisi Uit
Program [Crutcome] Baseline Target Kinerja Alhir Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah) COrganisasi
No RNMM.E: [dan Kegiatan (Output)| Satuan Pelaksama
Enm____n_m"nn 2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Frogram Sasaran Program 1.8: [Deputi Bidang
Kesetaraan Ferlind ungan
Gender, Meningkatnya Fhusus Anak
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
korban kelkerasan
idan yang
rrve rrver] Ll an
perlind ungan khusus
[rnelileator Bierja
A, Indeks Indeks

Perlindungan Khusus
Amalk [[PEA)

b, Persentase Anak
Korban Kelke
Ivatig Merdapat

[SNFHAR dan
S imfod)

- Persentase anak
korban kekerasan

[FaTyE e

A8 puas
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi
Pelaksana

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

lAnak Korban
Kekerasan

e, Jumlah SDM
Unit Layanan yang
sudah mendapat
sertifikasi Layanan
lAnak Korban
Kelerasan

JTHETE

Khusus Anak

Sasaran Kegiatan
sedianya
bijakan dan
Cozilitasi
perlindungan khusus
larsals dalam situas
idarurat dan
pormograll di K/L dan
ldaerah

fsisten Deputi
FPerlindungan
fnak dalam
[Fitasi Darural
Han Pornografi

[ndilator Kinerja
Kegiatan:

o, Jumlah Kebijalan
[Peraturan Perundang

Ll argan)

zebijala
1
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

gan Khusus
m Situasi

Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

b. Jumlah K/L yang
difasilitasi dalam

penyeleng
gan Khusus

Ban

Pornog [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

KL

=, Jumlah Pemda

Provinsi yang

penyelenggaraan
Perlind ungan Khusus

Pormografi [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Femda
provinsi

d, Jumlah Lembaga

embagn
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No

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Masyarakat yang
lifasilitasi d
penyelenggaraan
e ungan Khusus
lAnak dalam Situasi

at dan
Pornograti [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

e, Jumlah Kebijakan
[Peraturan Perundang
umd angan| dalam
penyediaan layanan
bagl anak yang

e mer] Lk an
perlindungan khusus
idalam Situasi Darurat
fan Pornografi
[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8)

kebijaka
i

f.  Jumlah lembaga
layanan bagi anak
Ivang memerlulkan
perlind ungan khusus
timgkat nasional dan
internasional yang

felifaeilit med

embaga
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit

COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

i1 anak
asi Darurat
fdan Pornografi
[Sesual Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8]

2. Jumlah lembaga
layanan bagi anak
Ivang memer lukan
perlindungan khusus
tinglkat nasional dan
lintas h provinsi

perlindun

[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8]

embaga

Sasaran Kegiatan
Tersedianya
leebijakan dan
fasilitasi

perlitd ungan kKhusus
lanak berhadapan
fengan hukum di KL
idan daerah

Pl

Han

fusisten Deputi
FPerlindungan

Peerhad apan
lemgan Hukum

B ligimatisag
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

[ndikator Kinerja
tarm:

la. Jumlah Kebijakan
[Peraturan Perumndang
L angan|

Perlind ungan Khusus
lAnak Berhadapan
dengan Hulkum dan

Fenstra Tahun 2018)

kebijaka
{]

b, Jumlah K/L yang
idifasilitasi d alam
penyelenggaraan
Perlind ungan Khusus
Anak Berhadapan

Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

/L

. Jumlah Pemda
Provins yang
idifasi si dalam

penyelengearaan
Perlind ungan Khusus
lAnak Berhadapan

Femda
arovins
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

idifasilitasi d alam
penyelen
Perlind ungan Khusus
Anak Berhadapan

idengan Hulkum dan

raan

Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

embaga

e, Jumlah Kebijakan
[Peraturan Perundang
und angan] dalam

1 layanan
bagi anak yang

rrve rrvet] Ll an
perlindungan khusus
[Sesual Hasil Diskoasi
BS Henstra Tahun
201 8]

kebijaka
1]




2020, No. 471

-127-

No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi
Pelaksana

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

[ Jumlah lembaga
layanan bagi anak
remer lukan

berhadapan dengan
Hulkum dan

Stigmatisasi [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Fenstra Tahun 2018)

L q_._ b H _._h.m_

le. Jumlah lembaga
layanan bagi anak
vang memerlukan
perlindungan khusus
tinglkat nasional dan
lintas daerah provinsi
Ivang difasilitaszi
perlindungan anak
berhadapan dengan
Hulkum dan
SHgmatisas [Sesual
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

embaga




-128-

2020, No. 471

No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Sasaran Keglatan
sedianya
jjakan dan

bag anak
berlkebutuhan khusus
di K /L dan daerah

fAsisten Deputi
FPerlindungan
ik
Berkebutuhan
Flhusus

[ndikator Kinerja
Keg -

la. Jumlah Kebijakan
[Peraturan Perumdang
L angan|

Perlind ungan Khusus
lAnak berkebutuhan
khusus [Sesual Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 2018

kebijaka
{]

b. Jumlah K/L yang
difasi sl dalam
penyelenggaraan
Perlitd ungan Khusus
Anak berkebutuhan
khusus (Sesua Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 2018)

/L
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

ke, Jumlah Pemda
Proving yang
jelifasili
penyeleng
Perlind ungan Khusus
Anak berkebutuhan
kkhusus [Sesual Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 20 18]

Pemda
srovinei

. Jumlah Lembaga
Masyarakat yang
lifasilitasi dalam
penyelenggaraan
Ferlind ungan Khusus
Anak berkebutuhan
khusus [Sesual Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 2018)

embaga

e, Jumlah Kebijakan
[Peraturan Perumdang
und angan)] dalam
penyediaan layanan
bagl anak
berkebutuban khusus
[Sesuai Hasil Dislkusi
BS Renstra Tahun
2011 8]

kebijaka
1]
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah lembaga
layanan bagi anak
remer lukan

ndungan anak
berkebutuhan khusus
|Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
2011 8

L q_._ kR T |

z. Jumlah lembaga
layanan bagi anak
Ivang memerlukan
perlindungan khusus
tinglkat nasional dan
lintas daerah provinsi
vang difasilitasi
perlindungan anak
berkebutuhan khusus
[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 B

embaga

Sasaran Kegiatan
Tersedianya

kebijakan, layanan

fsisten Deputi
Per lind ungan
finak dari
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

clan fasilitas
perlindungan khusus

lelksp idi K/L dan

daerah

fekernsan dan
ks ploitasi

[ndikator Kinerja
Kegiatan:

a. Jumlah Kebijakan
[Peraturan Perundang
L angan)
Perlindungan Khusus
lAnak dari Kekerasan
dan Eksplaitasi
[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8)

kebijaka

i

5. Jumlah K/L yang
Idifasi sl dalam
penyelenggaraan
Perlind ungan Khusus
Analk dari Kekerasan
idan Eksploitasi
[Sesual Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8

/L
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

ke, Jumlah Pemda
Proving yang
jelifasili
penyelenggs
Perlind ungan Khusus
Anak darl Kekerasan
idan Eksploitasi
[Sesuail Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
2011 8)

Pemda
srovinei

id. Jumlah Lembaga
Masy
difas

Perlind ungan Khusus
Anak [Sesual Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 20 18]

embaga

je. Jumlah Kebijakan
(Peraturan Peramdang
umd angan) dalam
penyediaan layanan
bag anak yang

o rrver] Ll s
perlindungan khusus
fari Kelkerasan dam
Els ploitasi [Sesuai

kebijalea
1
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

f. Jumlah lembaga
layanan bagi anak

ng memer lulcan

n khusus
tinglkat nasional dan
i te ional yang
idifasilitasi d alam
perlindungan anak
idari tindak Kekerasan
lan Eksploitasi
[Sesuai Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8]

embaga

lg. Jumlah lembaga

layanan bagi anak
wang memerlukan
perlindungan khusus

idalam perlindungan
larsals dari tindak
Kekerasan dan

asi [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

embaga
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Sasaran Program Kondisi Uit
Program [Crutcome] Baseline Target Kinerja Alhir Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
No| egatan flan Kegiatan (Output)] Satuan Pelaksana
HnnFP"nn 2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024
Sasaran Kegiatan: S elore tar o
Terpenuhinya [Deputi Bidang
Perlind ungan
asi kepada Fhusus Anak
seluruh unit di
| n Deputi
Perlindungan Anak
[ndikator Kinerja
a. Jumlah dokumen Hokumen

rencana program dan
kegiatan, dan rencana
anggaran deputi
perlindungan analk
Ivang tersusun [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

b, Jumlah delkumen
pemantauan dan
1_.....____.._3_.“_1_”.____
perlindungan anak
[yanig tersusun |Ses i
Hasil Diskusi BS
Renstta Tahun 2018)

loleumen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

- Uit
Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
Alchir
Pelaksana
2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

Jumlah laporan

Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

lokumen

id. Jumlah data
perlirdungan khusus

anak yang terkelols
dengan baik [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Hata

je. Jumlah peraturan
terkalt Perlindungan
khusus anak yang
ter un [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

FPeratura

i}

f. Jumlah advokasi
dan analisis hukum
idi deputi

perlitd ungan anak
Ivang diha
[Sesual Hasil Diskusi
BS Renstra Tahun
201 8]

Hokumen
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

- Uit
Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] COrganisasi
Alchir
Pelaksana
2019 (2020 |202]1 (2022 (2023 [2024 |Renstral 2020 (2021 2022 2023 2024

g Jumlah dolkumen

rasi

an i deputi
perlindungan anak
Ivang ter mn [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Crakurne
i

h. Jumlah pegawai di
deputi perlindungan
anak yang

lkapasitas manajerial
dan teknis [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

ITANE

i. Jumlah
pelayanan ang
leenangan di deputi
perlite ungan anak
Ivang terselesaikan
dengan baik [Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018

Layanan
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah laporan

Hasil Diskusi BS
Renstra Tahun 2018)

Laporan

k. Jumlah
pelayanan bidang tata
usaha deputi
perlindungan anak
Ivang terlayani dengan
baik [Sesuai Hasil
Diskusi BS Renstra
Tahun 20 18]

Layanan

l. Jumlah
kebutuhan Rumah
Tangea deputi
perlitd ungan anak
Ivang terpenuhi
dengan baik (Sesuai
Hasil Diskusi BS
Renstrn Tahun 2018)

Layanan

m. Jumlah pengadaan
baratg dan jasa di
ideputi perlindungan
ek yarg tepat

Layanan




No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Cutcome|

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Akhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit

COrganisasi

Pelaksama

2021

2022

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

walktu dan berjalan

dengan baik [Sesuai
rzkusi BS

tra Tahun 2018

Dk ung an
Manajemen dan

Sasaran Program 2

Meningkatmya Tata
Kelola Permer
vang Baik di Kemen
FPPA

S elore tarial
Feement

an

-138-

[

tor Kinerja :

m.  Indeks Reforinas
Birok rasi

ek s

b, o i BPK atas
Laporan Keuangarn

rprird

Tingkat Maturitas
SPIP/ Manaje
Resilo

Level

d.  Nilai Kinerja
Pelalisar

2020, No. 471
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

e, Nilai SAKIP

f. Merit Sistem dalam
pengembangan S0DM

Kegiatan 1:

_u‘.._.._.....___..p____..:u._.._

Fencana Program

Sasaran Kegiatan !
Tersedianya dokumen
PEren Canaan,

pelaksanaan, evaluasi
elaporan
, serta naskah

Hiro
FPerencanaan
lan Data

[ndikator Kinerja
Kegiatan

a, Skor Capaian Area
Perubahan Penguatan
Akuntabilitas [Hasil
iiskusi cascading
talnwin 2018]

Elkor

b, Milai Menteri

lAparatur Negara dan
reformasi birokras

Skoar
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Uit

Baseline Target Kinerja Koadisi Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah] Organisasi
Alchir
Pelaksana
2019 |2020 |202]1 (2022 |2023 (2024 |Renstra| 2020 | 2021 2022 2023 2024

[nstansl Pemerintah
[AKIP] [Kode:953)
(Hasil diskusi

: g tahun

201 8)

s, Tingkat
Kesesuaian Perjanjian
Kinerja dengan

do kumen
perencanaan kinerja
idan anggaran scria

201 8)

atan 2

Koordinasi
Bantuan Hukum
idan Hubungan
Masyarakat

FF dan PA dan
perataran perand ang
und angan terkait PP
dan PA, serta
pelayanan
kehumasan yang
profesional

Biro Hukum
Han Humas
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

[ndikator Kinerja

a. Shkor capai
perubahan Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan [Hasil
iiskusi cascading
tahun 2018)

Blor

b. Indeks persepsi
masyarakat terhad ap
kebijak an
KemenPFPPA [Hasil
idiskusi cascading
talwin 2018]

[ndeks

o,  Skor keterbukaan
informasi publik
[Hasil diskusi
-pscading tahun

201 8)

Blor

d. Skor capaian area
perubahan
Peningkatan Kualitas

lcascading tahun

201 )

Elkor
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Unit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Kegiatan 3

Pengem bangan
SO,
Administrasi dan

Pelalksana Tugas
Kementerian PP
ldan PA

Sasaran Kegiatan:
[Terkelolanya urusan
leepegnwaian,

kerumahtanggaan,
penataan arganisasi
idan tata laksana,
serta pengelolaan
barang milik negara,
lan layanan
pengadaan barang
lan jasa secara baik

Biro Umum
lan
Bumberdaya
fManusia

la. Persentase
Pengpunaan e-affice
[Hasil diskusi
ascading tahun
201 8)

by, Skor Capaian Area
Perubahan Penataan
fdan Perguatan

Crrganisasi
diskusi cascading

tahun 2018]

Fake ar

e, Skar Cag
lArea Perubahe
Penatann tata

ke o
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Crutcome]
jdan Kegiatan (Chatpuat)

!
[ndikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Alhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Bupiah]

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2019

2020

2021

20322

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

Laksana [Hasil
diskusi cascading
tahun 2018]

d. Skor Capaian Area
Perubahan Penataan
Sistem manajemen
SO [Hasil diskusi
cascading tahun

201 8]

Elkor

le. Skor Capaian Area
Perubahan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publilk

[H: sk usi
lcascading tahun

201 B)

Elkor

Kegiatan 4

Pengawasan dan

Rementerian PP
idan PA

Sasaran Kegiatan:
Perngawasan intermal
Ivang efelktif, dan

tired ale lanjut hasil
pengawasan &ksternal
Ivang tepat walktu dan
berlkualitas

[nspe ktur
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Cutcome|

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Akhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2021

2022

2023

2024

Renstra

2020

2021

2022

2023

2024

a. Survey Eksternal
Persepsi Korupsi

Blor

1 Penguatan
Pengawasan

Blkoor

=, Jumlal
Eselon [
cdari e
penge
levia

L) ruit

d. Jumlah unit kerja
Eselon [ yang

L it

e, Jumlah unit kerja
Eselan | yang
mendapatkan nilai
Maturitas SPIF
minimal *37

Limit
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No

Program
Kegiatan

Sasaran Program
[Cutcome|

jdan Kegiatan (Chatpuat)
f

Indikator

Satuan

Baseline

Target Kinerja

Kondisi
Akhir

Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah)

Uit
COrganisasi

Pelaksama

2021

2022

2023

2024

Renstra

2020

2021 2022 2023 2024

Tinghat
as AFIP

Level

2. Persentase

__uw_uﬁr_.c.:iu.ﬁmmﬁ
dan yang
iditindaklanjuti

ketentuan yang
beer Laloa

i. Jumlah unit kerja
berpredileat WBE

it

i. Persentase

temuan material

FA

Kegiatan 5

Telaahan FP dan

Sasaran Kegiatan:

leebijalan Menteri PP

Bral Alli
flenteri PFPA
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Sasaran Program

Uit

Program [Crutcome] Baseline Target Kinerja HMH“__.W_. Alokasi Anggaran [dalam Juta Rupiah) COrganisasi
No R.m%ﬂrm: [dan Kegiatan (Output)| Satuan Pelaksama
.___ 2019 (2020 (2021 (2022 (2023 [2024 |Renstra| 2020 2021 2022 2023 2024
[ndikatar
e PA
Indikator Kinerja
Keglatan:
g, Jumlah Hasil Dokume

kajian PP & PA
Ltk

penyenm purnaan
kebijakan Menteri
PP & PA

TOTAL ANGGARAN
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4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program
dan kegiatan wyang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah
perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai Sasaran
Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kemen PPPA. Kebijakan
terkait penganggaran di Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. penganggaran diarahkan untuk pemenuhan prioritas nasional terlebih
dahulu;

2. arah kebijakan dan strategi agar diterjemahkan dalam kegiatan (output]
yang jelas dan per tahun; dan

3. penekanan pada efektivitas dan efiziensi anggaran Kemen PPPA.

Sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran

strategis Kemen PPPA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

www.peraturan.go.id
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EBAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-
2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Renstra Kemen PPPA
memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi,
serta program dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak, serta meningkatkan kualitas keluarga.

Agar implementasi dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah
pelaksanaan Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2020-2024 sebagai
berikut:

1. Renstra sebagai dokumen perencanaan Kemen PPPA selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan
program dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran [RKA|
Kemen PPPA sebagai dokumen anggaran tahunan.

2. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh
Menteri PPPA, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemen FPPA
sesual dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan
kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan
yang baik.

3. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai
dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja
Kemen PPPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kemen PPPA.

4. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kemen PPPA dilakukan secara
obyektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Kemen PPPA. Pada akhir periode Renstra Kemen PPPA (tahun
2024) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2020-2024, sekaligus sebagai
masukan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra
dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga
Menteri, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.

6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemen PPPA
dilaksanakan oleh Inspektorat Kemen PPPA.

www.peraturan.go.id
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Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 harus didukung dengan
komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Kemen PPPA, serta
dukungan dari seluruh stakeholder di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, baik pada Kementerian/Lembaga terkait,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi,
masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerja sama yang
dibangun, diharapkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan,
pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia dapat

terwujud.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

www.peraturan.go.id





